
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
ten tang Klasifikasi, Kodefi.kasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4614); 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REMBANG, 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl't~ TAHUN 2022 

TENT ANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

BUPATI REMBANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 
kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari 
kumpulan akun nominal dan akun zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAriil secara lengkap yang 
digunakan di dalarn pembuatan jurnal, buku besar, neraca 
lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk 
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 
sarnpai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 
Pemerintah Daerah. 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

2. Bupati adalah Bupati Rembang. 

3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan 
kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 
penginterpretasian atas hasilnya. 

Pasal 1 

AKUNTANSI SI STEM TENT ANG Menetapkan : PERATURAN BUPATI 

PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tarnbahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158); 

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati (Serita Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 2017 

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Rem bang Nomor 28 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati (Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2021 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 



(1) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 

mencakup: 

a. teknik pencatatan; 

b. pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO; 

c. beban; 

Pasal 4 

(2) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

mencakup: 

a. teknik pencatatan; 

b. pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO; 

c. beban; 

d. pendapatan-LRA; 

e. belanja; 

f. aset; 

g. kewajiban; 

h. ekuitas; 

1. penyesuaian dan koreksi; dan 

j. penyusunan laporan keuangan SKPD. 

SAPD terdiri dari: 

a. sistem akuntansi SKPD; dan 

b. sistem akuntansi PPKD. 

Pasal 2 

BAB II 

SAPD 

12. Kewajiban adalah utang yang ti.mbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

13. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset 

dan kewajiban pemerintah. 

14. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji 

dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 

10. Pendapatan-Laporan Oprasional yang selanjutnya disebut Pendapatan-LO adalah 

hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

11. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 

konsumsi aset atau ti.mbulnya kewajiban. 

8. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut Pendapatan 

LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah 

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2014 Nomor 11); 

b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2015 Nomor 15); dan 

Pasal 6 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan 

transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan 

pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. 

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 (satu) sampai 

dengan level 6 (enam), meliputi: 

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; 

b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; 

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek. 

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan 

statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan 

terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang 

meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. 

(1) BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 

melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan secara lengkap. 

Pasal 5 

BAB lll 

BAS 

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

d. pendapatan-LRA; 

e. belanja; 

f. transfer; 

g. pembiayaan; 

h. aset; 

1. kewajiban; 

j. ekuitas; 

k. penyesuaian dan koreksi; 

l. penyusunan laporan keuangan PPKD; dan 

m. penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. 



SERITA AERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4q- 

Diundangkan di Rembang 

pada tanggal ~ ~ ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ.-0,:)_~ 

SEKRETARIS DAERAH 

UP TEN REMBANG, 

ABDUL HAFIDZ 

BUPATI REMBANG, 

Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal ~ ~b-er zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr1UJ a» 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2020 Nomor 54). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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1. Pihak Terkait 

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menetapkan SKP-Daerah 

(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR-D (Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan 

menyerahkan kepada wajib pajak/ retribusi, dan ditembuskan 

kepada Bendahara Penerimaan dan PPK SKPD. 

b. Bendahara Penerimaan 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada 

SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi; 

2) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah 

tanpa penetapan; 

A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD 

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan 

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, 

kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan 

keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai 

berikut: 

A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD; 

B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD; 

C. Akuntansi Piutang SKPD; 

D. Akuntansi Persediaan SKPD; 

E. Akuntansi Aset Tetap SKPD; 

F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD 

G. Akuntansi Kewajiban SKPD; 

H. Akuntansi Ekuitas SKPD; 

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo 

J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 

SISTEM AKUNTANSI SKPD 

LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI REMBANG 
NO MOR 
TENT ANG 
SISTEM AKUNTANSI PEMERlNTAH DAERAH 

. ..., .... ,. 
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d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas 

kewajibannya dan menerirna tanda bukti penerimaan. 

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan 

Pajak-Daerah}, SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda 

bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank 

dari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang 

sah dari Wajib Pajak/Retribusi; 

3) Membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan 

tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen pengakuan 

yang diterbitkannya; 

4) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap 

transaksi 

5) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang 

bersangkutan ke Buku Besar. 

Pajak/ Retribusi jika pendapatan disetorkan langsung ke 

Rekening Kas di Kas Daerah. 

menyampaikan ke BUD; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda Bukti 

Penerimaan/ tanda bukti lain yang sah serta STS yang sud ah 

diotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD. 

8) Menerima Slip Seto ran/ Bukti lain yang sah dari Wajib 

3) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah 

dan Surat Tanda Seto ran (STS); 

4) Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang sah 

kepada Wajib Pajak/Retribusi; 

5) Menyetorkan uang yang diterimanya dengan Surat Tanda Setoran 

(STS) ke kas daerah; 

6) Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan 
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4. Pencatatan Transaksi 

Pencatatan transaksi atas Pendapatan - LO dilakukan dengan 

memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak 

pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerin tah daerah yang digunakan se bagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA SKPD meliputi: 

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah); 

b. Surat Ketetapan Retribusi-Daerah ( SKR-Daerah); 

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian sewa; 

d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP); 

e. Surat Tanda Setoran (STS); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. Bukti setoran lainnya. 

2. Prosedur Akuntansi 

a. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak 

pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau 

dokumen lain yang dipersamakan yang diterima; 

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan 

tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan, 

dokumen pengakuan lainnya selain Surat Ketetapan Pajak-Daerah 

(SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Slip 

Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi; 

c. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan dokumen 

akuntansi/Memo Jurnal; 

d. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun 

yang bersangkutan ke Buku Besar. 

e. PPKD selaku BUD 

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telah 

diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nata Kredit 

dari Bank. 
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Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas 

diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. 

Pendapatan baik dengan metode zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoffical assement ataupun self 

assement diperlakukan sama yaitu saat kas diterima. 

2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran 

langsung ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti 

transfer/setor untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit 

untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan 

PendapatanLO, dan pengakuan Pendapatan-LRA 

Prosedur pencatatan akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan 

dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA) 

1) Wajib Pajak/ Wajib Retribusi (WP/WR)/pihak ketiga lainnya 

melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerirnaan , dan 

atas pembayaran terse but, Bendahara Penerimaan 

menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan pada 

PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara 

Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan 

Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara 

Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan 

tersebut ke Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan 

kepada PPKSKPD untuk membukukan R/K PPKD dan 

pengurangan kas di Bendahara Penerimaan. 

Pengakuan pendapatan LO mi didasarkan pada dokumen 

akuntansi/Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai dokumen 

sumber yang diterima. 

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah: 

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan 

penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan 

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi 

pengakuan Pendapatan-LO yaitu: 

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan 

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. 
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b. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPada saat penyusunan Laporan Keuangan 

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas 

PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan 

membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan 

pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat 

pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal 

penyesuaian 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan 

hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak 

x:x.x Pendapatan - LRA x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

x:x.x Pendapatan LO X.X.XX.XX 

x:x.x X.X.XX.XX R/K PPKD 

b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah, maka 

dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

x:x.x Kas di Bendahara 

Penerimaan 

x.x.xx.xx 
x:x.x X.X.XX.XX R/ K PPKD 

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas 

Daerah, dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 

x:x.x Pendapatan - LRA x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan - LO 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Penerimaan 

a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka 

dicatat dengan jurnal sebagai berikut: 
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PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan 

pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui (diakui tahun 

sebelumnya - jika tersaji dalam LK akhir tahun audited), dan 

xxx Pendapatan - LRA x.x.xx.xx 
X.X.XX.XX Perubahan SAL xxx 

Akun Kas di Bendahara Penerimaan digunakan saat Wajib 

Pajak/Retribusi melakukan penyetoran melalui Bendahara 

Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Wajib 

Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas di 

Kas Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD. 

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau 

surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan 

mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA yang 

dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

xxx Piutang Pendapatan X.X.XX.XX 

Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah dan 

diterbitkannya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal: 

X.X.XX.XX R/K PPKD xxx 

xxx Piutang Pendapatan x.x.xx.xx 

Pada saat penerimaan kas, yaitu saat wajib pajak atau retribusi 

melakukan pembayaran melalui bendahara penerimaan dan 

diterbitkannya Tanda Bukti Penerimaan dicatat dengan jurnal: 

X.X.XX.XX Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan - LO 

xxx X.X.XX.XX Piutang Pendapatan 

pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui 

pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun 

kas belum diterima. 

Pada saat penetapan hak, yaitu saat terbit atau diterimanya 

SKP / SKR Daerah a tau dokumen penetapan lainnya dicatat 

dengan jurnal: 
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Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka 

PPK SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untuk 

menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai 

dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan 

xxx Pendapatan ... - LRA x.x.xx.xx 
X.X.XX.XX Perubahan SAL xxx 

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mengakui 

dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA 

yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini: 

xxx Pendapatan Diterima Dimuka x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX R/ K PPKD 

Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung 

disetor oleh wajib pajak/ retribusi a tau pihak ketiga ke kas 

daerah: 

xxx Pendapatan Diterima Dimuka X.X.XX.XX 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Penerimaan 

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas. 

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 

pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan 

hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah 

diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai 

pendapatan karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh 

sebab itu Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan 

telah menjadi hak pemerintah daerah. (sesuai perhitungan 

berdasarkan perikatan/perjanjian). 

Pencatatan mi dilakukan oleh PPK SKPD dengan cara 

melakukan jurnal seperti di bawah ini: 

xxx Piutang x.x.xx.xx 
X.X.XX.XX Pendapatan -LO xxx 

untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO 

dilakukan jurnal penyesuaian. 
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B. Akuntansi Behan dan Belanja SKPD 

1. Pihak Terkait 

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat yang 

ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas 

pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap 

transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui 

dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan - LO 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan Diterima Dimuka 

PPK-SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat 

penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima 

dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar 

telah menjadi hak pemerintah di tahun berjalan. 

X.X.XX.XX Pendapatan Diterima xxx 

Dimuka 

X.X.XX.XX Pendapatan LO xxx 

Pada penyajian laporan akhir tahun jika berdasarkan 

perikatan/ perjanjian period en ya melebihi tahun berjalan, misal 

terdapat perikatan pemanfaatan kekayaan daerah (sewa gedung 

bangunan pemerintah daerah oleh pihak ketiga) terhitung bulan 

Oktober sampai dengan Oktober tahun berikutnya (satu tahun 

perikatan), maka PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian 

terhadap pendapatan LO yang telah diakui 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan - LO 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan Diterima Dimuka 

pengakuan hak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan 

membuat jurnal berikut ini: 
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c. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPPTK 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Melaksanakan program dan kegiatan. 

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

4) Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan 

untuk pembayaran kegiatan dan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

sebagai lampiran kepada PA dan/atau KPA. 

5) Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk 

kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas 

kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti pengeluaran 

melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung 

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti 

pembayaran/ dokumen sumber lainnya. 

2) Menerima bukti tagihan dari PPTK/ dokumen pembayaran 

dan/ atau dokumen sumber lainnya. 

3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS) 

dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan 

verifikasi. 

4) Membuatkan dokumen surat pertanggungjawaban beserta 

tembusan bukti tagihan/ dokumen bukti pembayaran/ dokumen 

sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk 

dilakukan verifikasi. 

5) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan 

uang persediaan berdasarkan surat permohonan untuk 

pembayaran kegiatan (Tunai/ non tunai) yang telah disetujui 

dan ditandatangani oleh PA dan/ a tau KPA. 

6) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas 

tagihan yang diterimanya; 

7) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen 

pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/ dokumen sumber 

lainnya kepada PPK SKPD. 
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2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban 

dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas. 

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya 

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/ jasa 

berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran 

dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D . 

f. PPKD selaku BUD 

Dalam Kegiatan ini mernpunyai tugas menerbitkan SP2D untuk 

melakukan pembayaran. 

5) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran 

dan membuat Memo Jurnal. 

6) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap 

transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang 

telah dibuat; 

7) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang 

bersangkutan ke Buku Besar; 

8) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan 

menyusun Laporan Keuangan. 

untuk SPJ pengesahan 

(LS) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

6) Membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang 

dikendalikannya. 

d. PPK SKPD 

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: 

1) Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh 

bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara pengeluaran 

pembantu. 

2) Menyiapkan SPM. 

3) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan 

verifikasi bukti. 

4) Membuat dokumen surat 

ditandatangani oleh PA/KPA. 
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menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen 

sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK SKPD. 

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan 

tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses 

pembayaran dan penatausahaan sesuai dengan sistem dan 

prosedur penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan 

tembusan dokumen pembayaran tersebut kepada PPK SKPD. 

d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan 

dokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu. 

e. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal 

berdasarkan dokumen akuntansi. 

f. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar. 

g. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan 

Keuangan SKPD. 

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan 

oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut: 

a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran 

dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian 

membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen 

sumber tersebut. 

b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jumal 

berdasarkan dokumen akuntansi. 

c. PPK SK.PD melakukan posting jurnal ke buku besar. 

d. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan 

Keuangan SKPD. 

Pembantu Pengeluaran a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Umum Daerah. Oleh sebab itu 

prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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4. Pencatatan Transaksi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah : 

a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi 

sebagai berikut: 

• Melalui U ang Persediaan (UP) 

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekanisme Uang 

Persediaan tidak ada pengakuan beban sebelum pengeluaran 

kas. 

Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat 

pertanggungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat 

pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. 

• Melalui Kas daerah (LS) Beban dan belanja dicatat bersamaan 

pada saat terbitnya SP2D-LS. 

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat tiga kondisi 

pengakuan Beban yaitu: 

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas 

Pada penyusunan laporan keuangan baik semester/ akhir tahun 

misal untuk pembayaran listrik/telpon/air/internet antara 

tagihan dan pembayaran tidak berada di bulan yang sarna, 

tagihan bulan Desernber, maka pembayaran/ pengeluaran kas 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Beban dan Belanja SKPD meliputi: 

a. Serita Acara Serah Terima (BAST) atau Serita Acara Kemajuan 

Pekerjaan 

b. Surat Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan dari pihak ketiga 

dan dokumen pendukung tagihan 

c. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja 

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran 

e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban 

f. SP2D LS/GU/Nihil 

g. Dokumen Kontrak/Perjanjian 

h. Dokumen lainnya 
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xxx Panjar kegiatan x.x.xx.xx 

X.X.XX.XX Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat 

sebagai berikut: 

xxx Panjar kegiatan x.x.xx.xx 
xxx Behan ... x.x.xx.xx 

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar 

maka dicatat: 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Pengeluaran 

xxx X.X.XX.XX Panjar Kegiatan 

1) Mekanisme Pembayaran melalui panjar kegiatan kepada 

PPTK 

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar 

kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan 

se bagai beriku t: 

2) Beban diakui saat pengeluaran kas; 

Terjadi di tahun berjalan - Terkait dengan pengakuan beban 

pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai 

dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang 

dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD). 

xxx Be ban x.x.xx.xx 
X.X.XX.XX Utang belanja xxx 

Atas pembayaran utang belanja - PPK-SKPD juga melakukan 

jurnal penyesuaian be ban (jurnal balik) 

X.X.XX.XX Utang belanja xxx 

atas be ban penggunaan listri/telpon/ air akan di bayarkan di 

bulan berikutnya maka PPK-SKPD akan melakukan jurnal: 

X.X.XX.XX Beban ... xxx 
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Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku 

Jurnal dan semua pencatatan dalam buku jurnal pada 

setiap periode tertentu ataupun saat transaksi terjadi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(real zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

time) diklasifikasikan sesuai dengan akunnya dengan 

melakukan posting dalam Buku Besar. 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Belanja 

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara 

Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan 

terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal 

sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX R/ K PPKD 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Pengeluaran 

Pada saat Bendahara Pengeluaran membuat Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) atas pembayaran yang dilakukan 

melalui Uang Persediaan - proses pengajuan Ganti Uang 

(GU) serta telah diterima dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan 

disahkan oleh pengguna anggaran, maka tidak ada jurnal 

lagi yang dilakukan oleh PPK SKPD. 

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D 

atas pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka 

PPK SKPD akan melakukan pencatatan sebagai berikut: 

xxx Kas di Bendahara Pengeluaran x.x.xx.xx 
xxx Beban ... X.X.XX.XX 

2) Mekanisme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa 

melalui panjar kegiatan. 

Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari 

Uang Persediaan dan berdasarkan bukti pembayaran 

tersebut dicatat sebagai berikut: 
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Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus mengakui 

belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal 

sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Pengeluaran 

xxx X.X.XX.XX Beban 

a) Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara 

Pengeluaran 

Pencatatan yang dilakukan PPK SKPD saat pembayaran 

dilakukan berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari 

Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan 

jurnal sebagai berikut: 

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat 

dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen 

sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar 

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan 

Bendahara Um um Daerah (BUD). 

xxx X.X.XX.XX Be ban 

xxx X.X.XX.XX Beban Dibayar Dimuka 

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi 

perbedaan waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran 

kas, dimana penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan 

setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan 

beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa 

dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat 

pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa 

dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai 

Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), misal terkait pencatatan 

pembayaran asuransi. 
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xxx X.X.XX.XX Be ban 

xxx X.X.XX.XX Beban Dibayar Dimuka 

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen, maka PPK 

SKPD akan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai 

berikut: 

xxx Perubahan SAL x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Belanja 

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD, 

maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja yang dilakukan 

dengan jurnal sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX R/K PPKD 

xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen 

pembayaran dari BUD (SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan 

dokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara 

melakukan jurnal sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

xxx X.X.XX.XX Be ban ... 

b) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme 

Pembayaran Langsung 

Pada saat adanya tagihan/ dokumen lain yang dipersamakan, 

maka akan dilakukan jurnal : 

xxx X.X.XX.XX Be ban 

xxx X.X.XX.XX Beban Dibayar Dimuka 

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen, maka PPK 

SKPD akan melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai 

berikut: 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Belanja 
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Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang tersebut 

maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi 

transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas 

walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang dicatat 

atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah telah terjadi 

sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi belum ada pembayaran 

kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah. Sebaliknya piutang 

akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas piutang tersebut. 

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau 

langsung ke kas daerah. 

C. Akuntansi Piutang SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang 

sebagai dasar pencatatan dan melakukan pencatatan. 

b. Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, 

menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang 

yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan. 

c. BUD 

BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran 

piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah. 

d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD 

Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan 

dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan, 

jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih 

terutang. 

e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya 

Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk 

melakukan pembayaran. 
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xxx Piutang ... x.x.xx.xx 
xxx 

Jurnal untuk pembayaran melalui BUD: 

X.X.XX.XX R/ K PPKD 

xxx X.X.XX.XX Piutang ... 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Penerimaan 

Pada saat wajib pajak/ retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan 

pembayaran, maka PPK-SKPD akan mengurangi piutang tersebut 

dengan menjurnal "Piutang'' di kredit dan "Kas di Bendahara 

Penerimaan" (untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaan) 

atau "R/K PPKD" (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debet. 

Jurnal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan: 

xxx Pendapatan ... - LO x.x.xx.xx 
xxx Piutang ... x.x.xx.xx 

4. Pencatatan Transaksi 

Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan 

pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/ retribusi a tau pihak 

ketiga lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang akibat 

transaksi tersebut dengan mencatat "piutang'' pada sisi debet dan 

"pendapatan ... (sesuai rincian objek)" pada sisi kredit. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi: 

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) 

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) 

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya 

d. Bukti Pembayaran 

e. Surat Tanda Setoran (STS) 

f. Bukti setoran lainnya 

kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing buku besar dan 

buku besar pembantu piutang sesuai akun. 
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a. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan basil 

inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya 

relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut 

penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang 

konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang 

cetakan, dan yang sejenis. 

2. Prosedur Akuntansi 

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/ a tau kepenguasaannya berpindah. Saldo normal 

akun buku besar persediaan adalah saldo de bet. Artinya akun ini 

akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, 

sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang 

mengkredit. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah: 

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansi 

persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari 

Pengurus Barang. 

b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang 

Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan keluar masuknya 

persediaan dan membuat dokumen sumber dan data akuntansi 

lainnya tentang persediaan yang ditembuskan kepada PPK-SKPD. 

c. BUD 

BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan 

persediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah. 

d. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan 

persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. 

D. Akuntansi Persediaan SKPD 
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xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

xxx X.X.XX.XX Beban Persediaan 

b. Pengadaan dengan mekanisme LS 

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran dengan 

mekanisme LS melalui BUD: 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Pengeluaran 

xxx X.X.XX.:XX Beban Persediaan 

2) Pengadaan 

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInvoice atau Bukti 

Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi 

dan dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat 

pengakuan Beban Persediaan dan R/K PPKD. 

a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan 

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui 

Bendahara Pengeluaran: 

xxx Persediaan X.X.XX.XX 

xxx X.X.:XX.XX Be ban Persediaan 

4. Pencatatan Transaksi 

1) Awal Tahun 

Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat 

pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas 

persediaan awal pada neraca. 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi: 

a. Beri ta Acara Penerimaan Barang 

b. Bukti Pengeluaran Barang 

c. Berita Acara Pemeriksaan Barang 

d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan 

e. Laporan Persediaan 
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E. Akuntansi Aset Tetap SKPD 

1. Pihak-Pihak Terkait zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah 

se bagai beriku t: 

a. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran bertugas memberikan 

otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap, 

pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset 

Te tap. 

b. Pengurus Barang 

Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasil 

pengadaan berdasarkan Serita Acara Penerimaan Barang/ Aset 

Tetap. 

c. PPTK 

Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses pengadaan Aset Tetap 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 

PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap, 

pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset 

Tetap berdasarkan dokumen yang diterima. 

xxx X.X.XX.XX Beban Persediaan 

xxx X.X.XX.XX Persediaan 

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada 

pencatatan akuntansi atau pengakuan persediaan. 

4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil 

opname fisik persediaan, PPK-SKPD akan melakukan 

pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban 

Persediaan. 

xxx X.X.XX.XX R/K PPKD 

xxx X.X.XX.XX Utang belanja 
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2. Prosedur Akuntansi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prosedur akuntansi untuk aset tetap dapat dibedakan menjadi dua 

transaksi utama yaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan 

transaksi untuk pelepasan aset tetap. 

Proporsi terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di pemerintah 

daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan adalah 

se bagai beriku t : 

a. Pembelian Aset Tetap 

1) Berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran 

atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D Belanja 

Modal. 

2) Berdasarkan SP2D Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD membuat 

dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam 

menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul atas 

pembelian aset tetap. 

b. Pelepasan Aset Tetap 

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan cara melakukan proses pemusnahan aset tetap dan dengan 

cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untuk pelepasan 

aset tetap melalui proses penghapusan dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan 

Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang 

akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. 

2) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah 

diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang 

Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak. 

3) Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka 

PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan 

membuat pencatatan penghapusan aset tetap. 

e. BUD 

Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas 

pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran yaitu 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 
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3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerin tah daerah yang digunakan se bagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Aset Tetap SKPD meliputi: 

a. SP2D LS 

b. Berita Acara Serah Terima (BAST) /Tagihan Pihak III 

c. Berita Acara Pelepasan Aset Tetap 

d. Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap 

e. Laporan 

4. Pencatatan Transaksi 

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan 

hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Perolehan Aset Tetap 

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, 

pertukaran aset, hi bah/ donasi, a tau lainnya. 

Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka prosedur 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat 

Kepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses 

penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara 

Penjualan/Lelang. 

2) Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan/Lelang yang 

diterima oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi 

dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. 

3) Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih 

rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD 

Dinas/Badan/Kantor akan melakukan pencatatan sesuai dengan 

kerugian yang diderita atas kegiatan pelepasan aset tetap 

terse but. 
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b) Belanja Modal Termin 

Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening 

Belanja Modal dimana pembayaran pengadaan aset tetap 

tersebut tidak langsung 100% atau pembayarannya melalui 

X.X.XX.XX Perubahan SAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxxx 

X.X.XX.XX Belanja Modal xxx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya)" di debet dan "Perubahan SAL" di kredit. 

xxx R/K PPKD x.x.xx.xx 

X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 

sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Aset Tetap ... 

a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Termin) berdasarkan 

BAST /Tagihan/ dokumen lain yang dipersamakan adalah 

se bagai beriku t : 

1) Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan 

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dilakukan 

dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin 

sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan 

pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD 

yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap 

dilakukan pada saat adanya BAST /Tagihan/ dokumen lain yang 

dipersamakan.-Pencatatan kedalam akun Aset Tetap dilakukan 

apabila pembayarannya langsung 100% atau tanpa proses termin 

sedangkan pencatatan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan 

(KDP) dilakukan apabila pembayarannya melalui proses termin. 
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Berdasarkan SPM LS Belanja Modal yang telah 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen 

pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran 

atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS 

Belanja Modal. 

X.X.XX.XX Perubahan SAL xxx 

X.X.XX.XX Belanja Modal xxx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya)" di debet dan "Perubahan SAL" di kredit. 

xxx R/K PPKD x.x.xx.xx 

X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 

sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Konstruksi Dalam Pengerjaan ... 

Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut diatas, maka 

jumal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal Termin 

se bagai beriku t : 

proses termin. Sebagai contoh adalah pembangunan 

konstruksi Gedung, Bangunan, Jalan dan Jembatan. 

Berkaitan dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis 

tagihan belanja modal termin, maka pengisian kontrak 

tersebut wajib dilakukan. Apabila kontrak tidak diisi maka 

SPP-LS tidak bisa disimpan. Data kontrak digunakan untuk 

memunculkan secara otomatis jurnal Aset Tetap. 
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2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai 

buku aset tetap yang dilepas dijurnal 

x:xx Perubahan SAL x.x.xx.xx 

X.X.XX.XX Belanja Modal xxx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya)" di debet dan "Perubahan SAL" di kredit. 

xxx R/K PPKD x.x.xx.xx 

X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 

sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 

xxx X.X.XX.XX Aset Tetap ... 

Selain jurnal tersebut untuk mengakui aset tetapnya, 

dilakukan dengan jurnal sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Konstruksi Dalam Pengerjaan .. 

c) Belanja Modal Termin Terakhir 

Jenis tagihan Belanja Modal Termin terakhir dipilih untuk 

Rekening Belanja Modal dimana pembayaran pengadaan aset 

tetap tersebut pembayarannya melalui proses termin dan 

sudah mencapai 100%, maka jurnal pada saat menginput 

Tagihan Belanja Modal Termin Terakhir sebagai berikut: 
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b. Pelepasan Aset Tetap 

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset 

tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap. 

Ketika Pemerin tah Dae rah akan melakukan proses penghapusan 

aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat 

Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik 

Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, selanjutnya 

akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut 

akan dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidak 

layak untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan 

aset tetap dengan menjurnal "Akumulasi Penyusutan" dan "Defisit 

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan 

menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan 

jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau 

transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi 

saldo atas akun-akun tersebut. 

X.X.XX.XX Pendapatan Hi bah .. - LO xxx 

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi 

Perolehan Aset Tetap melalui hi bah atau donasi dilkukan jurnal, 

X.X.XX.XX Aset Te tap... xxx 

xxx X.X.XX.XX Aset Te tap (yang keluar) ... 

xxx X.X.XX.XX Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 

X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan (yang keluar)... xxx 

X.X.XX.XX Aset Te tap (yang masuk)... xxx 

Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih kecil dari nilai 

buku aset tetap yang dilepas dijumal : 

X.X.XX.XX Aset Tetap (yang keluar). .. xxx 

X.X.XX.XX Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO xxx 

X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan (yang keluar)... xxx 

xxx X.X.XX.XX A set Te tap (yang masuk) ... 
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Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akan 

membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK 

SKPD kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAposting 

dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. 

X.X.XX.XX Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO xxx 

X.X.XX.XX Aset Te tap... xxx 

X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap x:xx 

X.X.XX.XX Kas di Bendahara Penerimaan xxx 

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap 

tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal 

"Kas di Bendahara Penerimaan" dan "Akumulasi Penyusutan Aset 

Tetap" di debet serta "Surplus Penjualan Aset nonlancar" dan "Aset 

sesuai jenisnya" di kredit pada buku jurnal. 

xxx X.X.XX.XX Aset Te tap ... 

xxx X.X.XX.XX Defisit Penjualan Aset Nonlancar - LO 

xxx X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Kas di Bendahara Penerimaan 

Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka 

bukti transaksi berupa Serita Acara Penjualan yang diterima oleh 

PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK 

SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. 

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih 

rendah dibandingkan nilai buku) maka PPK-SKPD 

Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas di Bendahara 

Penerimaan", "Akumulasi Penyusutan Aset Te tap", serta "Defisit 

Penjualan Aset Nonlancar" di debet dan "Aset sesuai jenisnya" di 

kredit pada buku jurnal. 

xxx X.X.XX.XX Aset Te tap .... 

xxx X.X.XX.XX Defisit Penjualan Aset Non lancar - LO 

xxx X.X.XX.XX Akumulasi Penyusu tan ... 

Penjualan Aset Non Lancar" di de bet dan "Aset sesuai jenisnya" di 

kredit. 
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1. Pihak-pihak Terkait zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan 

fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas mencatat 

F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD 

xxx X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Beban Penyusutan Aset Tetap 

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus 

sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik 

penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas 

terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. 

Penyusu tan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan 

suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang 

masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam 

neraca akan lebih saji zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(overstated). 

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu 

aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi 

pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset 

tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 

menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut. 

Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir 

periode pelaporan/ tahunan melalui jurnal penyesuaian sebagai 

berikut: 

xxx Pendapatan dari Penjualan Aset 

yang Tidak Dipisahkan 

x.x.xx.xx 
X.X.XX.XX Perubahan SAL xxx 

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat 

transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk 

keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan 

menjurnal "Perubahan SAL" pada sisi debet, dan "Pendapatan dari 

Aset yang Tidak Dipisahkan" pada sisi kredit. 
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3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabila 

terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti lisensi, 

hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan apabila 

terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan berita 

acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan barang 

milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui pada saat 

barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga atau 

dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran 

dengan manggunakan uang persedian atau dilakukan oleh BUD 

melalui SP2D LS. 

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnya 

maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal 

kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan 

buku besar pembantu sesuai akun. 

transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti 

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. 

b. Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran 

SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen 

dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan 

perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten 

ditembuskan ke PPK-SKPD. 

c. Pengurus Barang 

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD 

memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen 

dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah 

yang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK 

SKPD. 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset 

tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat "Belanja Barang 

xxx R/K PPKD x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah: 

X.X.XX.XX Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 

Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak 

berwujud tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan 

berdasarkan dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran 

(TBP) atau SP2D-LS, dengan mencatat "Utang belanja" di debet 

dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit jika dibayar 

menggunakan uang UP/GU/TU atau "Utang belanja" di debet 

dan "RK PPKD" di kredit jika pembayaran dilakukan dengan 

mekanisme LS. 

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran: 

X.X.XX.XX Utang belanja xxx 

xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

xxx X.X.XX.XX Beban Barang dan Jasa 

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Aset Tidak Berwujud 

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh 

SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak 

berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita 

acara serah terima, dengan menjurnal: 

1) Jika dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa 

a. Sertifikat/ surat hak cipta/ lisensi/ paten 

b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan. 

c. Bukti Prengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti 

Pengeluaran). 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Aset lainnya SKPD meliputi: 
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xxx X.X.XX.XX Aset tetap 

xxx X.X.XX.XX Aset Tetap Tak Berwujud 

Pada akhir tahun dilakukan jurnal koreksi untuk mengakui 

Aset Tetap Tak Berwujud tersebut, yaitu 

x:xx Perubahan SAL x.x.xx.xx 

X.X.XX.XX Belanja Modal x:xx 

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu 

mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan 

Perubahan SAL dengan menjurnal "Belanja Modal (sesuai 

jenisnya]" di debet dan "Perubahan SAL" di kredit. 

x:xx R/K PPKD x.x.xx.xx 

X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap xxx 

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan 

pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal 

sebagai berikut: 

x:xx X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap 

x:xx X.X.XX.XX Aset Tetap ... 

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD 

2) Jika dianggarkan pada Belanja Modal 

xxx X.X.XX.XX Beban Barang dan Jasa 

x:xx X.X.XX.XX Aset Tetap Tak Berwujud 

Pada akhir tahun dilakukan jurnal koreksi untuk mengakui Aset 

Tetap Tak Berwujud tersebut, yaitu : 

x:xx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

x:xx X.X.XX.XX Belanja Barang dan Jasa 

dan Jasa - " di debet dan "Perubahan SAL" di kredit dengan 

jurnal: 
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xxx Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 
Berwujud 

x.x.xx.xx 

x.xx X.X.XX.XX Beban Amortisasi Aset Tidak 

Berwujud 

c. Akumulasi Amortisasi 

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 

tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing 

periode diakui se bagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak 

berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan 

operasional. 

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset 

tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi 

menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana 

harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan 

akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(book value) aset tidak 

berwujud tersebut. 

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhir 

periode pelaporan (semesteran) melalui jumal penyesuaian sebagai 

berikut: 

xxx Akumulasi penyusutan aset lain 

lain 

x.x.xx.xx 
x.xx X.X.XX.XX Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan aset tetap 

X.X.XX.XX Aset Lain-lain xxx 

b. Aset Lain-Lain 

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang 

sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK- SKPD 

membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran 

dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan 

menjurnal "Aset Lain-Lain" di debet sebesar nilai buku aset tetap 

yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan "Akumulasi 

Penyusutan- ... " di de bet serta "AsetTetap- ... " dikredit untuk 

mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. 
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2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila 

terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap 

dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau aset 

tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat 

diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak 

ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan 

berkuran apaila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut. 

Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan 

manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LS. 

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau 

utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku 

G. Akuntansi Kewajiban SKPD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang 

yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan 

bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan. 

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur 

dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai 

tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan. 

c. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran 

kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh 

tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui 

Bendahara Pengeluaran. 

d. BUD 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran 

kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh 

tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di 

Kas Daerah yang ada di BUD. 
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xxx X.X.XX.XX R/ K PPKD 

xxx X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap 

Pada saat SKPD melakukan pernbayaran, maka PPK-SKPD akan 

menghapus utang tersebut dengan menjurnal "Utang Pengadaan Aset 

Tetap" di de bet "R/ K PPKD") di kredit untuk belanja dengan mekanisme 

LS. 

Jumal pembayaran utang melalui BUD: 

Xxx X.X.XX.XX Utang Pengadaan Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Aset Tetap 

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset 

tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD 

adalah "Aset Tetap" di debet dan "Utang Pengadaan Aset Tetap" di 

kredit. 

xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

xxx X.X.XX.XX Beban 

4. Pencatatan Transaksi 

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan 

menangguhkan pernbayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui 

adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat 

"Beban ... (sesuai rincian objek)" pada sisi debet dan "Utang'' pada sisi 

kredit. 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Kewajiban SKPD meliputi: 

a. Berita Acara Penerimaan Barang 

b. Tagihan dari Pihak III 

c. SP2D LS 

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja 

3. Dokumen Sumber 

jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku 

besar dan buku besar pembantu sesuai akun. 
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2. Prosedur Akuntansi 

Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di 

SKPD dilakukan seperti berikut ini: 

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan 

penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun 

be ban. 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan 

kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 

diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas 

H. Akuntansi Ekuitas SKPD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Pihak-Pihak Terkait 

Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan 

dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi 

kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan 

sebagainya. 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD 

adalah: 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi 

ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti 

memorial. 

b. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap 

beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi 

ekuitas. 

c. Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang 

yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi 

ekuitas. 

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan 

prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan 

memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk 

dilakukan pencatatan. 
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xxx X.X.XX.XX Ekuitas 

x:xx X.X.XX.XX Surplus/Defisit-LO 

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal 

penutup akhir periode. 

x:xx Surplus/ Defisi t- LO x.x.xx.xx 

x:xx Be ban x.x.xx.xx 

x:xx X.X.XX.XX Pendapatan-LO 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi 

Ekuitas SKPD meliputi: 

a. Serita Acara Inventarisasi Persediaan 

b. Serita Acara Revaluasi Aset Tetap 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan 

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah 

menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun 

akun nominal dengan tujuan: 

1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO 

dan beban. 

2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun 

ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya. 

3) Menghitung ekuitas akhir periode. 

Berikut contoh jurnal penutup LO. 

pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut 

antara lain: 

1) Koreksi nilai persediaan 

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap 
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Halaman l dari l MEMO JURNAL 

PEMERINTAH KABUPATEN ......... 
MEMOJURNAL 

Tahun Anggaran 

Nomor ........................... 
Tangga : ······························ 
SKPD ......................... 

Kode Perkiraan Oeskripsi Perkiraan Jumlah Debet Jumlah Kredit 

Keteran 

Bukb Nomor Tangg 
'1. 

'2. 

'3, 

Dicatat Oleh : Disetujui: Auditor: 

1. Jurnal 

SKPD melakukan proses akuntansi dari pencatatan transaksi hingga 

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi 

dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPD sesuai dengan dokumen 

transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. 

I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo 

xxx Ekuitas x.x.xx.xx 
xxx 

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap 

X.X.XX.XX Aset Tetap 

xxx X.X.XX.XX Persediaan 

xxx X.X.XX.XX Ekuitas 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

periode sebelumnya 

1) Koreksi nilai persediaan 
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Urusan Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan 

Unit Organisasi 

Sub Unit Organisasi 

Kode Rekening Buku Besar 

Nama Rekening Buku Beser 

No TANGGAL URAIAN DEB ET KREDIT SAL DO 

JUMLAH 

2. Buku Besar 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal 

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku 

jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang 

digunakan adalah se bagai beriku t: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PEMERINTAH KABUPA TEN . 
BUKU BESAR 

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20Xl 

Urusan Pemerintahan r : 

Bldang Pemerintahan : 
Unit Organisasi : 
Sub Unit Organisasi : 

No TANGGAL NO.BUKTI REKENING URAIAN REF DEB ET KR EDIT 

JUMLAH zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FungsiAkuntansiPPKD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(tanda tangan) 
(nama lengkap) 

NIP 
- - - 

PEMERINTAH KABUPATEN ......... 

BUKUJURNAL 
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 200X 
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Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan 

melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. 

Jurnal dan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAposting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan 

menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, 

terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 

1. Ketentuan Umum 

Urusan Pemerintahan : 

Unit Organisasi : 

Sub Unit Organisasi : 

KODE REKENING URAIAN DEB ET KREDIT 

JUMLAH 

PEMERINTAH KABUPATEN . 

SALDO BUKU BESAR 
per 31 Desember ZOJJ 

3. Neraca Saldo 

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan 

laporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar 

Saldo Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh 

kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca 

Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Koreksi kesalahan pencatatan 

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, 

PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi 

oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang 

telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan 

atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi 

beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk 

2. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan 

keuangan adalah : 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 

PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan. 

b. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan 

Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi 

untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan. 

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 

a. Membuat Neraca Saldo 

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar 

menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar. 

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD 

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan 

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun 

tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat 

akrual.Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom 

"Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain 

digunakan untuk: 

1) Koreksi kesalahan / Pemindah bukuan 

2) Pencatatan jumal yang belum dilakukan 

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada 

akhir tahun 
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3) Jurnal depresiasi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Berdasarkan Daftar Harang dan kebijakan akuntansi yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun 

akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi 

oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau 

penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akan 

mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal "Beban 

xxx X.X.XX.XX Beban Persediaan 

xxx X.X.XX.XX Persediaan 

2) Pengakuan Persediaan 

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan 

pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir 

periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin 

akan dilakukan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstock opname setiap akhir periode untuk 

mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan Derita 

Acara zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan dengan 

menjurnal "Persediaan sesuai jenisnya" di debet dan "Beban 

Persediaan" di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir 

periode. 

xxx Belanja listrik x.x.xx.xx 
xxx Belanja telepon x.x.xx.xx 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga 

mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL dengan menjurna1 "Belanja telepon" di debet 

dan "Belanja listrik" di kredit. 

xxx Beban listrik x.x.xx.xx 

xxx Beban telepon x.x.xx.xx 

melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD 

menjurnal "Beban telepon" di debet dan "Beban listrik" di kredit. 
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d. Membuat LRA dan jurnal penutup LRA 

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah 

penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang 

termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode 

akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat 

"Laporan Realisasi Anggaran". 

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SK.PD juga 

melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun 

LRA.Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA 

menjadi O (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA: 

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian 

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD 

melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi 

neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. 

xxx X.X.XX.XX Beban sewa 

xxx X.X.XX.XX Beban Jasa Dibayar Dimuka 

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka 

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada 

akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang 

masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat 

dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir 

tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan 

membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh 

Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD 

akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal "Sewa 

dibayar di muka/ Beban Jasa Dibayar Dimuka" di debet dan 

"Be ban sewa" di kredit pada buku jurnal. 

xxx X.X.XX.XX Akumulasi Penyusutan 

xxx X.X.XX.XX Beban penyusutan 

Penyusutan" di debet dan "Akumulasi penyusutan" di kredit di 

jurnal umum. 
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f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data 

perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh 

dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. 

xx:x Surplus/ Defisit LO x.x.xx.xx 

xx:x X.X.XX.XX Be ban 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan-LO 

e. Membuat LO dan jurnal penutup LO 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi 

SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam 

komponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan 

9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional. 

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga 

membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip 

penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. 

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.Berikut contoh 

jurnal penutup LO. 

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD 

menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Surplus/ Defisi t LRA 

xxx X.X.XX.XX Surplus/Defisit LRA 

xxx X.X.XX.XX Belanja 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan-LRA 
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h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang 

g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir 

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD 

membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, 

Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo 

Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang 

selanjutnya. 

xxx X.X.XX.XX Ekuitas 

xxx X.X.XX.XX Surplus/ Defisit-LO 

Akuntansi PPKD membuat jumal penutup akhir untuk menutup 

akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal 

penutup akhir 

NO URAIAN 20X1 20XO 

1 EKUITAS AWAL xxx xxx 
2 SURPLUS/DEFIS IT-LO xxx xxx 
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN xxx xxx 
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP xxx xxx 
6 LAIN-LAIN xxx xxx 
7 EKUIT AS AKHIR xxx xxx 

Urusan Pemerintahan : 
Unit Organisasl 

Sub Unit Organisasl : 

PEMERINTAH KABUPATEN ......... 

LAPORAN PERUBAHAN EKUIT AS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20XO 

Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan 

ekuitas SKPD. 

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas 

SKPD. 
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diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara 

lain: 

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

2) Informasi ten tang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi 

makro; 

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target; 

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang 

disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 

5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan 

6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
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pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan 

sis tern pengendalian internal yang memadai, 

dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi Tanggung Jawab. 

milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung 

jawab pengguna anggaran sehingga pada saat 

menyampaikan kaporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk 

dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pemyataan 

barang penggunaan dan anggaran penggunaan 

i. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMembuat Pernyataan Tanggung Jawab 

Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib 

menyelenggarakan sis tern akuntansi untuk menyusun 

la po ran keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas 

Bab I Pendahuluan 
1. 1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan 

keuangan SKPD 
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan 

keuangan SKPD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan 

keuangan SKPD 
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 
keuangan SKPD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam 
pencapaian target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos 

pos pelaporan keuangan Pemda 
3. 1. 1 Pendapatan 
3.1.2 Beban 
3.1.3 Belanja 
3.1.4 Aset 
3.1.5 Kewajiban 
3.1.5 Ekuitas 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan 
kewajiban yang timbul sehubungan dengan 
penerapan basis akrual atas pendapatan dan 
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan 
basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas 
pelaporan yang menggunakan basis akrual 
pada Pemda. 

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan 
Pemda 

Bab V Penutup 

SKPD 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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ABDUL HAFDZ 

BUPATI REMBANG 

( ) 
NIP. 

Kepala Dinas/Badan/Kantor 

x.xxx, · · ·· · ·· · ·  

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi 

pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan 

keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran .... secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor . . . . . . . . Kabupaten Rem bang 

yang terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca c) Laporan 

Opersional d) Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah 

tanggungjawab kami. 

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB 

KEPALA SKPD 

DIN AS/ BAD AN/ KANTOR . 

Pernyataan Tanggung Jawab 

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah 

sebagai berikut: 



ketetapan surat 

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, 

memberikan otorisasi atas penenmaan yang menjadi hak 

Pemerintah Daerah yang meliputi: 

1) Menandatangani/mensahkan dokumen 
pajak/retribusi daerah. 

1. Pihak Terkait 

A. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA PPKD 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengelola pendapatan 

tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan 

perundang-undangan. 

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan 

pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, 

transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, 

penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan 

konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari 

sistem akuntansi pokok sebagai berikut: 

a. Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA PPKD; 

b. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD; 

c. Akuntansi Beban/Belanja Transfer PPKD; 

d. Akuntansi Pembiayaan PPKD; 

e. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. Akuntansi Kewajiban PPKD; 

g. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD; 

h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo; 

1. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD; 

J. Akuntansi Koreksi Kesalahan 

k. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah. 

SISTEM AKUNTANSI PPKD 

LAMPIRAN II : 
PERATURAN BUPATI REMBANG 
NO MOR 
TENT ANG 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
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a. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadi 

hak pemerintah daerah sesuai dengan SKP-Daerah (Surat 

Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi}, Surat 

Ketetapan Perizinan, Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah 

Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya yang diserahkan oleh 

Pengguna Anggaran / PPKD; 

b. Fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnal/ Memo Jurnal 

berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara 

Umum Daerah, dokumen pengakuan lainnya selain SKP-Daerah 

(Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), 

2. Prosedur Akuntansi 

c. Bendahara Umum Daerah (BUD) 

BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui Kas di Kas 

Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut 

peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah: 

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan 

kedalam buku kas penerimaan. 

2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

Pendapatan. 

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi PPKD. 

b. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, 

memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan 

LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke 

Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca; 

2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan 

LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing 

rekening (rincian objek); 

3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), 

Laporan Operasional (LO}, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE}, 

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan. 
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Pendapatan Asli 
Pajak Daerah 

Surat Ketetapan Pajak 

Dae rah (SKP) Daerah 

Retribusi Daerah SKR (Surat Ketetapan 

Retribusi) 

Hasil Pengelolaan Hasil RUPS/Dokumen 

Kekayaan Daerah yang dipersamakan 

yang Dipisahkan 

Lain-lain PAD yang Sah : 

Penjualan Aset yang Dokumen Kontrak 

dipisahkan Penjualan /Perjanjian 

Penjualan/Dokumen yang 

dipersamakan/ bukti 

memorial 

J asa giro/ bunga Nota Kredit/ sertifikat 

deposito deposito / dokumen yang 

dipersamakan/ bukti 

memorial 

Tun tu tan Gan ti Rugi SK Pembebanan/SKP2K / 

SKTJM/ Dokumen yang 

dipersamakan 

Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: 

Transfer 

Bagi Hasil Pajak PMK/ Dokumen yang 

dipersamakan / bukti 
memorial 

Bagi basil bukan PMK/Dokumen yang 

Pajak dipersamakan /bukti 

memorial 

DAU Perpres / Dokumen yang 

dipersamakan dan Nota 

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai 

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen 

sumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan - LO dan 

Pendapatan - LRA PPKD meliputi: 

3. Dokumen Sumber 

Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Dokumen 

Penetapan lainnya dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib 

Pajak/ Retribusi atupun Nota Kredit dari Bank; 

c. Fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan transaksi 

berdasarkan memo jurnal/ Memo Jurnal; 

d. Fungsi akuntansi PPKD melakukan posting atas transaksi sesuai 

dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar. 
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Pencatatan transaksi atas Pendapatan - LO di PPKD dilakukan dengan 

memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak 

pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. 

Pengakuan pendapatan - LO di PPKD ini didasarkan pada memo 

jurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi akuntansi PPKD sesuai 

dokumen sumber yang diterima. 

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah: 

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan 

penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan 

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO 

diakui sebelum penerimaan kas. 

4. Pencatatan Transaksi 

Kredit dari Bank/ bukti 

memorial 

DAK PMK/Dokumen yang 

dipersamakan &Nata 

Kredit dari Bank/bukti 

memorial 

Pendaoatan Transfer Pemerintah Lainnva : 

Dana Penyesuaian PMK/ Dokumen yang 

dipersamakan dan Nata 

Kredit dari Bank/ bukti 

memorial 

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya: 

Pendapatan bagi hasil Keputusan Kepala Daerah 

Pajak / Dokumen yang 

di persamakan / bukti 

memorial 

Ban tuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah 

/ Dokumen yang 

di persamakan / bukti 

memorial 

Lain-lain Pendapatan Hibah Keputusan Kepala Daerah 

Pendapatan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Dokumen yang 

Daerah yang dipersamakan serta Nata 

Sah Perjanjian Hibah 
Daerah/bukti memorial 

Dana Darurat Keputusan Kepala Daerah 

/ PMK / Dokumen yang 
dioersarnakan 

Pendapatan Lainnya Dokumen yang 
dipersamakan /bukti 
memorial 
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b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan 

LO diakui sebelum Penerimaan Kas 

1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas 

dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima 

pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum 

dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat 

pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal 

penyesuaian. 

2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah 

terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum 

diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus 

xxx Pendapatan Transfer - 

LRA/Lain Pendapatan yg 

Sah-LRA 

X.X.XX.XX 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx Pendapatan Transfer - 

LO/ Lain Pendapatan yg 

Sah-LO 

x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas 

(Pendapatan-LRA) 

Saat surat penetapan/ dokumen peraturan perundang undangan/ 

dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan 

jurnal pengakuan Pendapatan-LO. Pihak ketiga (Pemerintah 

Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran 

langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima maka Bank Kas Daerah 

akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan 

disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan 

Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA. Pengakuan 

pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat 

diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi 

PPKD 
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peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu 

pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan 

sesuai persyaratan-persyaratan 

kepastian mengingat LO, dasar pengakuan pendapatan 

pendapatan tergantung pada 

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas 

maka beberapa prosedur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah 

dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. 

Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan 

xxx X.X.XX.XX Piutang 

xxx 

Agar tidak terjadi duplikasi pencatatan maka wajib dilakukan 

jurnal penyesuaian/balik sebagai berikut : 

X.X.XX.XX Pendapatan -LO 

xxx Pendapatan - LRA x.x.xx.xx 

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran 

atau surat tanda setoran, juga sekaligus mengakui dan 

mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA 

yang dilakukan dengan membuatjumal berikut ini: 

X.X.XX.XX Perubahan SAL xxx 

xxx Piutang ... x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

Jika telah terjadi penerimaan kas atas piutang tersebut maka 

fungsi akun tansi melakukan jurnal atas kas yang diterima. 

X.X.XX.XX Pendapatan - LO xxx 

diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi PPKD 

melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang 

belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial. 

X.X.XX.XX Piutang xxx 
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b. Lain-lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Hibah 

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, 

Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

xxx Pendapatan Transfer - LRA x.x.xx.xx 

Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga 

melakukan pencatatan atas pendapatan - LRA dengan jurnal: 

X.X.XX.XX Perubahan SAL x:xx 

x:xx Piutang Pendapatan LO x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari 

pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota 

Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD 

kemudian akan mencatat jurnal: 

xxx Pendapatan Transfer - LO x.x.xx.xx 

xxx Piutang Pendapatan Transfer x.x.xx.xx 

Ketika Pemerintah Daerah menenma surat pemberitahuan dari 

Pemerintah Pusat terkait penetapan alokasi dana transfer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkurang 

salur yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan 

ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat 

jurnal: 

xxx Pendapatan Transfer - LO x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun 

demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya 

peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang 

salur. 

Ketika Pemerintah Daerah menerima dana transfer dari pemerintah 

pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. 

Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian 

akan mencatat jurnal: 
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PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban 

yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana 

untuk membayar beban yang terjadi. 

c, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABUD/Kuasa BUD 

BUD/ Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran 

atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi 

mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja 

kedalam buku kas umum PPKD. 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi 

termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi 

atas setiap transaksi yang terjadi. 

b. PPKD 

B. Akuntansi Behan dan Belanja PPKD 

Akuntansi beban dan belanja PPKD dilakukan untuk mengakui 
beban/belanja yang dikelola oleh PPKD, misal belanja tidak terduga dan 

belanja subsidi. 

xxx Pendapatan Hibah - LRA x.x.xx.xx 

xxx Peru bah an SAL x.x.xx.xx 

Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga 

melakukan pencatatan atas pendapatan - LRA dengan jumal: 

xxx Piutang Pendapatan Hibah 

LO 

x.x.xx.xx 

xxx Kas di Kas Daerah x.x.xx.xx 

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi 

Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal: 

xxx Pendapatan Transfer - LO x.x.xx.xx 

xxx Piutang Pendapatan Hibah x.x.xx.xx 
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3. Dokumen Sumber zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. Bukti Pengeluaran Kas 

b. Kuitansi/Bukti Pembayaran 

c. Surat Perintah Membaya Langsung (SPM-LS) 

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

e. Dokumen Perjanjian Utang 

f. Surat Keputusan Kepala Daerah 

g. Bukti Memorial 

h. Nota Debit 

1. Bukti akuntansi Lainnya 

2. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban atas 

pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bendahara Umum Daerah menenma Surat Permintaan Membayar 

dan menyerahkan tembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD. 

b. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial 

berdasarkan tembusan dari BUD/Kuasa BUD. 

c. Berdasarkan dokumen terse but BUD /Kuasa BUD melakukan 

proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur 

penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan tembusan 

dokumen pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi akuntasi 

PPKD. 

d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jumal/bukti memorial 

berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari 

BUD /Kuasa BUD. 

e. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi dalam 

buku jurnal berdasarkan memo jurnal. 

f. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar. 

g. Berdasarkan saldo Buku Besar Fungsi Akuntansi PPKD menyusun 

La po ran Keuangan PPKD. 
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Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan 

dibukukan oleh dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnal 

tersebut kemudian mengklasifikasikannya dalam Buku Besar sesuai 

dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat akan melakukan 

penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun nominal atau 

akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan dilakukan 

penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup. 

Na.mun dalam proses penyusunan Lapoaran Keuangan harus 

dilakukan penyesuaian dan koreksi terhadap 3 (tiga) kondisi pada 

xxx Perubahan SAL x.x.:xx.xx 

xx:x Belanja x.x.xx.:xx 

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang 

belanjan maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) 

yang dilakukan dengan jurnal: 

disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan 

pen ca ta tan atas pembayaran terse but dengan jurnal seperti 

di bawah ini: 

x.x.:xx.:xx U tang belan j a xxx 

x.x.xx.xx Kas di Kas Daerah xxx 

Pada saat BUD /Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan 

tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta 

xxx Utang belanja x.x.xx.xx 

xxx Be ban x.x.xx.xx 

4. Pencatatan Transaksi 

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, 

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan atau pengakuan 

beban. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi 

atas beban di PPKD sesuai dengan prosedur akuntansi. 

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi 

PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa 

BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini: 
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xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

xxx X.X.XX.XX Beban 

c. Penyesuaian Beban yang sudah menjadi kewajiban 

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya sudah 

merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan meski 

pengeluaran kas belum terjadi maka harus dilakukan 

penyesuaian. Pengakuan beban yang sudah menjadi 

kewajiban pada periode akuntansi tersebut dijumal sebagai 

berikut: 

X.X.XX.XX Be ban xxx 

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya belum 

merupakan kewajiban pada periode pelaporan yang 

bersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kas 

karena pengakuan berasmaan maka harus dilakukan koreksi. 

Koreksi beban yang belum merupakan kewajiban pada periode 

pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut: 

X.X.XX.XX Beban Dibayar Dimuka xxx 

b. Koreksi pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban belum 

merupakan kewajiban 

xxx X.X.XX.XX Be ban 

xxx X.X.XX.XX Utang belanja 

Jika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yang 

merupakan belanja yang telah diakui sebagai beban dan 

mengakui utang pada periode akuntansi sebelumnya, 

sedangkan pengeluaran kas tersebut telah dicatat sebagai beban 

karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebut harus 

dilakukan koreksi: 

periode pelaporan, sehingga akun beban apat disajikan dengan wajar 

atau tidak tersaji lebih zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(overstated) maupun tersaji kurang 

(understated). 

a. Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban periode 

sebelumnya 
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2. Prosedur Akuntansi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atau SPM atas pengeluaran 

transfer; 

c. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai 

berikut: 

1) Menerima tembusan SP2D transaksi dari BUD /Kuasa BUD; 

2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkan 

tembusan SP2D yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD; 

3) Melakukan verifikasi dokumen penatausahan terkait 

pengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD; 

4) Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memo 

jurnal; 

5) Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masmg 

masmg; 

6) Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

C. Akuntansi Beban/belanja Transfer PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. PPKD selaku Pengguna Anggaran 

Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan 

persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan 

setelah mendapatkan verifikasi . 

b. BUD/Kuasa BUD 

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas: 

1) menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan proses 

pelaksanaan transfer; 

2) memberikan SP2D tembusan kepada sebagai dasar pencatatan 

transaksikeuangan; 

3) membukukan dalam pembukuan BUD /Kuasa BUD terkait 

dengan tata usaha keuangan. 
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xxx Utang belanja Transfer X.X.XX.XX 

xxx Behan Transfer x.x.xx.xx 

4. Pencatatan Transaksi 

Transfer yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan transfer 

pendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan 

kepada daerah otonom di bawahnya seperti kabupaten/kota serta 

pemerintah desa di wilayah provinsi. 

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, membuat 

bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh 

PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut melakukan pencatatan 

pengakuan beban dengan jurnal "Beban transfer'' di debit dan "Utang 

belanjan Transfer'' di kredit. 

b. BUD menyiapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukan 

pembayaran atas transfer; 

c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan SP2D 

tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada Fungsi 

Akuntansi PPKD; 

d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal berdasarkan 

dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa 

tembusan; 

e. melakukan pencataatan dalam jurnal sesuai dengan memo jurnal; 

f. melakukan posting ke Buku Besar; 

g. menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan 

3. Dokumen Sumber 

a. Peraturan Menteri Keuangan 

b. Peraturan Presiden 

c. Peraturan Kepala Daerah 

d. Permohonan pencairan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer 

e. Bukti Memorial 

f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

g. Nota Perjanjian Transfer 

h. Nota Debit Bank 

1. Dokumen Tran sf er Lainnya 
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D. Akuntansi Pembiayaan PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas 

transaksi pembiayaan yang terjadi baik penerimaan pembiayaan 

maupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan dokumen sumber 

transaksi yang diterimanya maupun bukti memorial yang 

diterbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD. 

b. PPKD 

PPKD berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaran 

pembiayaan dan otorisasi atas penerimaan pembiayaan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

c. BUD/Kuasa BUD 

BUD /Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasi 

transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, 

sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi 

untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang 

sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. 

xxx Perubahan SAL x.x.xx.xx 
xxx Transfer x.x.xx.xx 

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer dan 

melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "Transfer'' di 

debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

xxx Kas di Kas Daerah x.x.xx.xx 

xxx Utang belanja Transfer x.x.xx.xx 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran 

beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat 

pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang belanjan 

transfer, dengan jurnal "Utang belanja transfer'' di debit dan "Kas di 

Kas Daerah" di kredit. 
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4. Pencatatan Transaksi 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya 

merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi 

penenmaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi 

lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar 

dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah 

jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan 

investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang 

sejenis. 

3. Dokumen Sumber 

a. Dokumen Penerimaan pembayaran utang 

b. Dokumen penjualan investasi 

c. Bukti penerimaan pinjaman dari Bank 

d. Dokumen penerimaan kembali dana bergulir 

e. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. Naskah Perjanjian Kredit 

g. Nota Kredit Bank 

h. Bukti Memorial 

1. Dokumen Pembiayaan Lainnya 

2. Prosedur Akuntansi 

a. PPKD menyetujui pengeluaran pembiayaan serta melakukan 

persetujuan atas penenmaan pembiayaan sesuai dengan 

kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi oleh ; 

b. Berdasarkan dokumen terse but maka BUD/ Kuasa BUD akan 

melakukan penerimaan pembiayaan sesuai dengan dokumen 

penyetorannya serta memberikan tembusannya dokumennya 

kepada Fungsi Akun tansi PPKD; 

c. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi tersebut dalam 

catatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan yang 

diterimanya. 
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Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 

pengeluaran pembiayaan tersebut mulai dari pengajuan SPP, 

pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D 

tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan 

xxx X.X.XX.XX Utang Pembiayaan 

xxx X.X.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang 

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari 

bank atau lembaga keuangan dengan jurnal "Kewajiban Jangka 

Panjang'' di debit dan "Utang Pembiayaan" di kredit. 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD, 

akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga 

merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi 

pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi 

lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar 

dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah 

jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan 

investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang 

sejenis. 

xxx Penerimaan Pembiayaan x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi PPKD juga akan 

mencatat jurnal "Perubahan SAL" di debit dan "Penerimaan 

Pembiayaan" di kredit. 

xxx Kewajiban Jangka Panjang x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank 

atau lembaga keuangan dengan jurnal "Kas di Kas Daerah" di debit 

dan "Kewajiban Jangka Panjang'' di kredit. 
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2. Prosedur Akuntansi 

a. PPKD menandatangani SP2D atas pengeluaran pembiayaan 

berdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenai penyertaan 

modal atau investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan dokumen perjanjian yang ada dan memberikan 

E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD 

Aset yang dimiliki oleh PPKD adalah Aset berupa Kas di Kas Daerah, 

Piutang dari Pendapatan Transfer, lnvestasi Jangka Pendek, Investasi 

Jangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya. 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas 

transaksi Aset yang dikelola oleh PPKD berdasarkan dokumen yang 

diperoleh maupun bukti memorial yang diterbitkan serta menyusun 

Laporan Keuangan PPKD. 

b. PPKD 

PPKD memberikan pengesahan/ otorisasi atas setiap transaksi Aset 

di unitnya. 

c. BUD/Kuasa BUD 

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan 

dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal 

serta memberikan tembusan dokumen kepada Fungsi Akuntansi 

PPKD. 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Pengeluaran Pembiayaan 

Memorial yang telah diotorisasi PPKD dengan jurnal "Pengeluaran 

Pembiayaan" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

akan mencatat berdasarkan Bukti Fungsi Akuntansi PPKD 

xxx Kas di Kas Daerah X.X.XX.XX 

X.X.XX.XX Utang Pembiayaan xxx 

Pembiayaan" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

dengan jurnal "Utang penghapusan utang pembiayaan, 
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X.X.XX.XX Utang Pembiayaan 

X.X.XX.XX Investasi Jangka Pendek ..... xxx 

4. Pencatatan Transaksi 

a. Perolehan Investasi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Perolehan lnvestasi (Investasi Jangka Pendek) 

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pernbentukan Investasi 

Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan aset 

lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal 

"Investasi Jangka Pendek" di debit dan "Utang Pembiayaan" di 

kredit. 

3. Dokumen Sumber 

a. Serita Acara/ Surat Penyertaan lnvestasi 

b. Serita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnya 

c. Serita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal 

d. Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

e. Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud 

f. Sertifikat SBI 

g. Sertifikat Deposito 

h. Sertifikat Saham/ Obligasi 

1. Sertifikat SUN 

J. Bukti Memorial 

otorisasi/ disposisi mengenai penambahan penyertaan modal atau 

investasi lainnya. 

b. BUD/ Kuasa BUD berdasarkan dokumen SP2D mengeluarkan Kas 

dari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasil 

penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada 

Fungsi Akun tansi PPKD. 

c. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan berdasarkan 

dokumen yang diterima dari BUD/Kuasa BUD. 

d. Pada akhir periode akuntansi Fungsi Akuntansi PPKD melakukan 

penyesuaian atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dan 

kebijakan akuntansi yang berlaku. 

e. Fungsi Akuntansi PPKD membuat seluruh pencatatan akuntansi 

dan menyiapkan La po ran Keuangan PPKD. 
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat 

pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran Pembiayaan" di 

debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 

xxx Kas di Kas Daerah X.X.XX.XX 

xxx U tang Pem biayaan x.x.xx.xx 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 

pembayaran pengeluaran pembiayaan tersebut mulai dari 

pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. 

Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas 

yang juga merupakan penghapusan utang pernbiayaan, dengan 

jumal "Utang Pembiayaan" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di 

kredit. 

xxx X.X.XX.XX Utang Pembiayaan 

xxx X.X.XX.XX Investasi Jangka Panjang ..... 

2) Perolehan lnvestasi (Investasi Jangka Panjang) 

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam 

peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh 

berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan 

pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. mencatat 

jurnal "Investasi Jangka Panjang'' di debit dan "Utang 

Pembiayaan" di kredit. 

xxx Kas di Kas Daerah x.x.xx.xx 

xxx Utang Pembiayaan x.x.xx.xx 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 

pembayaran pengeluaran pembiayaan tersebut mulai dari 

pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. 

Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas 

yang juga merupakan penghapusan utang pernbiayaan, dengan 

jurnal "Utang Pernbiayaan" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di 

kredit. 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga 

mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 

x:xx Piutang Lainnya x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

Pada saat perusahaan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinvestee membagikan dividen tunai 

kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD 

mencatat 

X.X.XX.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan - LO xxx 

X.X.XX.XX Piutang Lainnya xxx 

2) Hasil lnvestasi Jangka Panjang 

a) Metode Biaya 

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak 

mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. 

pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan 

oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian 

dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD 

dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada 

periode berjalan. Selanjutnya akan menjurnal pengakuan 

dividen yang akan diterima dengan mencatat "Piutang 

Lainnya" di debit dan "Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO" di kredit. 

1) Hasil Investasi Jangka Pendek 

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. 

Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan 

pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga 

pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan 

Investasi. 

b. Hasil Investasi 

xxx Perubahan SAL x.x.xx.xx 

x:xx Pengeluaran Pembiayaan x.x.xx.xx 
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xxx 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 

x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga 

mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jumal "Perubahan SAL" di debit dan 

" Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan - LRA". 

x:xx Investasi ..... x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatat 

penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal "Kas di Kas 

Daerah" di debit dan "Investasi" di kredit. 

x:xx 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan - LO 
x.x.xx.xx 

x:xx X.X.XX.XX Investasi ..... 

b) Metode Ekuitas 

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat 

mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode 

berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh 

perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang 

dimiliki pemerintah daerah. akan menjurnal keuntungan 

dengan mencatat "Investasi" di debit dan "Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan- LO" di 

kredit. 

x:xx 

Pendapatan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 

x.x.xx.xx 
x:xx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan 

"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan - LRA" di kredit. 
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X.X.XX.XX Pendapatan Bunga - LRA xxx 

X.X.XX.XX Perubahan SAL xxx 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat 

pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL 

melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan 

Bunga" di kredit. 

xxx Investasi Jangka Pendek X.X.XX.XX 

xxx Pendapatan bunga - LO x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

c. Pelepasan Investasi 

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek 

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan 

Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat pelepasan 

dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal "Kas 

di Kas Daerah" di debit serta "Pendapatan Bunga" dan "Investasi 

Jangka Pendek'' di kredit. 

xxx Pendapatan Bunga - LRA x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga 

mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SAL" di debit dan 

"Pendapatan Bunga - LRA" di kredit. 

xxx Pendapatan Bunga - LO x.x.xx.xx 
xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang 

(misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, 

akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat "Kas 

di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan Bunga - LO" di 

kredit. 
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F. Akuntansi Kewajiban PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fungsi Akun tansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas 

transaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

b. BUD /Kuasa BUD 

BUD/Kuasa BUD melakukan tugas menerima dokumen dan 

melakukan pembayaran atas transaksi kewajiban yang telah jatuh 

tempo dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

dan disahkan oleh PPKD. 

xxx Penerimaan Pembiayaan x.x.:xx.:xx 
xxx X.X.:XX.:XX Perubahan SAL 

karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat 

penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian 

Perubahan SAL melalui jumal "Perubahan SAL" di debit dan 

"Penerimaan Pernbiayaan" di kredit sebesar nilai kas yang 

diterima. 

xxx 
lnvestasi Jangka Panjang I{(.X.:XX.:XX 

Surplus Investasi Jangka 

Panjang xxx 

x.x.:xx.:xx 

xxx X.X.:XX.:XX Kas di Kas Daerah 

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang 

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, 

berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat 

pelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besar 

dari nilai perolehan investasi, menjurnal "Kas di Kas Daerah" di 

debit serta "Surplus Investasi Jangka Panjang'' dan "Investasi 

Jangka Panjang'' di kredit. 



72 

4. Pencatatan Transaksi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. Penerimaan Utang 

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya 

penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi 

PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan 

mencatat jumal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Kewajiban 

Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)" di kredit. 

3. Dokumen Sumber 

a. Nota Kredit dari Bank 

b. Dokumen Perjanjian Utang 

c. Bukti Memorial 

d. Surat Pernyataan Utang 

e. Surat Pembayaran Utang 

2. Prosedur Akuntansi 

a. BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenai perjanjian utang 

maupun pembayaran utang, BUD menatausahakan ataupun 

mengeluarkan uang untuk pembayaran utang setelah mendapat 

persetujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennya 

kepada Fungsi Akuntansi PPKD. 

b. PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupun 

pembayaran utang berdasarkan dokumen yang diterima. 

c. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi atas 

timbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen 

sumber yang diterima. 

d. Fungsi Akuntansi PPKD menatausahakan dan membuat 

penyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yang dimiliki. 

e. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan seluruh transaksi 

dan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD. 

c. PPKD 

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas perjanjian utang 

dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan oleh 

BUD/Kuasa BUD. 
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 

PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan 

xxx Kas di Kas Daerah X.X.XX.XX 

X.X.XX.XX Utang Pembiayaan xxx 

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk 

pembayaran kewajiban tersebut mulai dari pengajuan SPP, 

pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D 

tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan 

penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal "Utang 

Pembiayaan" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit. 

xxx X.X.XX.XX Utang Pembiayaan 

xxx X.X.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang 

b. Pembayaran Kewajiban 

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses 

penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM 

hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi 

Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait 

dengan jurnal "Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek 

terkait)" di debit dan "Utang Pembiayaan" di kredit. 

xxx Penerimaan Pem biayaan x.x.xx.xx 

xxx Perubahan SAL x.x.xx.xx 

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi 

PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan 

penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "Perubahan SAL" di 

debit dan "Penerimaan Pembiayaan" di kredit. 

Kewajiban Jangka Panjang ..... xxx x.x.xx.xx 
Kas di Kas Daerah xxx x.x.xx.xx 
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2. Prosedur Akuntansi 

a. Fungsi Akuntansi PPKD menerima dokumen sumber dari pihak lain 

yang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena sifat 

transaksinya menerbitkan bukti memorial untuk melakukan 

koreksi. 

PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yang 

dilakukan. 

G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD 

1. Pihak Terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas melakukan pencatatan 

atas setiap transaksi koreksi dan penyesuaian yang harus 

dilakukan baik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir 

periode akuntansi. 

b. PPKD 

Bagian Lancar Utang Jangka xxx 

Panjang 

X.X.XX.XX 

Kewajiban Jangka Panjang xxx x.x.xx.xx 

c. Reklasifikasi Utang 

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD 

menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka 

panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh 

PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi 

Akun tansi PPKD un tuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan 

jurnal "Kewajiban Jangka Panjang'' di debit dan "Bagian Lancar 

Utang Jangka Panjang'' di kredit. 

xxx Peru bahan SAL x.x.xx.xx 

xxx Pengeluaran Pembiayaan x.x.xx.xx 

penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal "Pengeluaran 

Pembiayaan" di debit dan "Perubahan SAL" di kredit. 
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4. Pencatatan Transaksi 

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, 

berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi 

PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. 

Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh PPKD dan 

kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat koreksi atas 

jurnal yang salah catat tersebut. 

Misal Koreksi Pendapatan bisa bersifat menambah atau mengurangi 

Pendapatan yang sudah dibukukan sebelumnya. Koreksi tersebut bisa 

terjadi pada periode yang sama atau berbeda dengan saat pengakuan 

Pendapatan. Bila koreksi tersebut berulang dan sistemik, maka koreksi 

dilakukan hanya pada saat kas dikeluarkan/diterima dengan entry 

"Kas" pada "Pendapatan (sesuai jenisnya)-LO /Pendapatan (sesuai 

jenisnya)-LRA". Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang tidak 

berulang adalah sebagai berikut: 

a. Bila koreksi bersifat menambah Pendapatanterjadi pada periode 

yang sama dengan saat pengakuannya, atau menambah 

Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan 

belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti memorial/nota kredit 

bank/ dokumen yang dipersamakan, akan dijurnal: 

3. Dokumen Sumber 

a. Bukti Memorial 

b. Dokumen atau bukti koreksi 

c. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang 

d. Dokumen lainnya 

b. Atas persetujuan dari PPKD, maka Fungsi Akuntansi PPKD 

melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi. Koreksi dapat 

dilakukan pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir 

periode akuntansi sebelum penyusunan Laporan Keuangan. 

c. Fungsi Akuntansi PPKD pada akhir periode akuntansi melakukan 

penyesuaian atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti 

memorial yang diterbitkan agar Laporan Keuangan dapat disajikan 

dengan wajar (tidak lebih saji/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoverstated maupun kurang 

saji/ understated). 
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akan dijurnal: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x.x.xx.xx Ekuitas xxx 

x.x.xx.xx Kas di Kas Daerah xxx 

X.X.XX.XX SilPA xxx 

x.x.xx.xx Peru bahan SAL xxx 

d. Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat 

mengurangi kas dan laporan keuangan telah diterbitkan, maka 

berdasarkan bukti memorial/ SP2D / dokumen yang dipersamakan, 

xxx Peru bahan SAL x.x.xx.xx 
xxx Pendapatan LRA x.x.xx.xx 

xxx Kas di Kas Daerah x.x.xx.xx 
xxx Pendapatan LO x.x.xx.xx 

c. Bila koreksi bersifat mengurangi Pendapatan terjadi pada periode 

yang sama dengan saat pengakuannya, atau mengurangi 

Pendapatan tahun sebelumnya sedangkan laporan keuangan 

belum diterbitkan, maka berdasarkan bukti 

memorial/SP2D/dokumen yang dipersamakan, akan dijurnal: 

akan dijurnal : 

x.x.xx.xx Kas di Kas Daerah xxx 

x.x.xx.xx Ekuitas xxx 

x.x.xx.xx Perubahan SAL xxx 

x.x.xx.xx SilPA/SiKPA xxx 

menambah kas, dan laporan keuangan sudah diterbitkan, maka 

berdasarkan bukti memorial/STS/dokumen yang dipersamakan, 

x.x.xx.xx Kas di Kas Daerah xxx 

x.x.xx.xx Pendapatan LO xxx 

x.x.xx.xx Perubahan SAL xxx 

x.x.xx.xx Pendapatan LRA xxx 

b. Bila koreksi Pendapatan tahun-tahun sebelumnya bersifat 
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1. Pihak-Pihak Terkait zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan 

keuangan adalah: 

I. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan rnelalui 

proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. 

Jurnal dan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAposting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan 

rnenjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, 

terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

e. Cata tan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

3. Neraca Saldo 

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelurn penyusunan 

laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo 

atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang 

berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. 

2. Buku Besar 

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi rnelalui jurnal 

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi 

PPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya 

dari buku jumal ke buku besar masing-rnasing akun. 

H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo 

1. Jurnal 

Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang 

dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi 

Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan 

Memo Jurnal ke dalarn buku jurnal. 

Dari Memo Jurnal kernudian dibukukan dalarn Buku Jurnal. 
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*)Surplus/Defisit LRA pada sisi debit atau kredit tergantung 

selisih Pendapatan-LRA dan Belanja 

xxx Belanja x.x.xx.xx 
xxx Surplus/ defisit LRA*l X.X.XX.XX 

xxx Pendapatan LRA x.x.xx.xx 

c. JurnalPenutup 

Jurnal Penutup pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

1) Jurnal Penutup Pendapatan-LRA dan Belanja ke Surplus/ 

Defisi t- LRA 

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD rnernbuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini 

dibuat dengan tujuan rnelakukan penyesuaian atas saldo pada 

akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang 

bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam 

kolorn "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja. 

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain 

digunakan un tuk: 

1) Koreksi kesalahan/Pernindahbukuan 

2) Pencatatan jurnal yang belurn dilakukan 

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada 

akhir tahun 

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan 

a. Membuat Neraca Saldo 

Fungsi Akuntansi PPKD rnelakukan rekapitulasi saldo-saldo buku 

besar rnenjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar. 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi Akuntansi PPKD rnelakukan penyusunan atas Laporan 

Keuangan. 

b. Pengguna Anggaran 

Pengguna Anggaran akan rnelakukan otorisasi dan rnelaporkan 

Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat 

dikonsolidasikan di entitas pelaporan. 
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X.X.XX.XX Pendapatan Luar Biasa x:xx 

X.X.XX.XX Surplus/ defisit LO*l x:xx 

*Surplus/Defisit Operasional-LO pada sisi debit atau kredit 

tergantung selisih Pendapatan-LO dan Beban zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2) Jurnal Penutup ke Surplus/Defisit-LO 

x:xx Be ban x.x.xx.xx 
xxx Surplus/ defisit Opersional LO*l x.x.xx.xx 
xxx Pendapatan LO X.X.XX.XX 

Jurnal Penutup pada Laporan Opersional (LO) 

1) Jurnal Penutup Pendapatan-LO dan Beban ke Surplus/Defisit 

LO 

*Posisi debit atau kredit tergantung saldo SiLPA/SiKPA yang 

akan ditutup. 

x:xx X.X.XX.XX Silpa/Sikpa*l 

x:xx X.X.XX.XX Peru bahan SAL 

4) Jurnal penutup SiLPA/SiKPA ke Perubahan SAL 

*)Posisi debit atau kredit tergantung selisih Penerimaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan yang akan ditutup. 

Setelah Surplus/Defisit-LRA dan Penerimaan/Pengeluaran 

Pembiayaan di tutup ke SiLPA/SiKPA, maka saldo SiLPA/SiKPA 

mencakup jumlah closing tersebut dan jumlah koreksi yang 

langsung mempengaruhi SiLPA/ SiKPA. Kedua jumlah terse but 

yang kemudian disajikan dalam Laporan Perubahan SAL. 

xxx Sil pa/ Sikpa *l x.x.xx.xx 
xxx Pengeluaran pembiayaan x.x.xx.xx 

xxx X.X.XX.XX Penerimaan pembiayaan 

X.X.XX.XX Surplus/defisit LRA xxx 

*lPosisi debit atau kredit tergantung saldo Surplus/Defisit LRA 

yang akan ditutup. 

3) Jurnal Penutup Atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan 

ke SiLPA/ SiKPA 

2) Jurnal Penutup Atas Surplus/Defisit LRA ke SiLPA/SiKPA 

X.X.XX.XX Silpa/Sikpa*l xxx 
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hambatan yang dihadapi dalam berikut kendala dan 

pencapaian target; 

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

lain: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Informasi umum 

Akuntansi; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2) Informasi ten tang 

makro; 

d. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang 

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara 

Jumlah Surplus/Defisit-LO yang ditutup ke Ekuitas ini akan 

menambah atau mengurangi Ekuitas awal. Dengan demikian 

saldo Ekuitas (akhir) yang kemudian disajikan di Neraca SKPD 

sebagai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApermanent account pada tanggal pelaporan terdiri dari: 

saldo awal Ekuitas yang ditambah atau dikurangi 

Surplus/Defisit LO; 

- koreksi yang langsung mempengaruhi Ekuitas 

x.xx Surplus/ defisit LO X.X.XX.XX 

x:xx Ekuitas x.x.xx.xx 

*Posisi debit atau kredit Surplus/Defisit-LO tergantung pada 

saldo akun akun yang diclosing. Surplus/Defisit-LO setelah 

ayat jurnal penutupan ini yang disajikan pada Laporan 

Perubahan Ekuitas 

3) Surplus/Defisit-LO selanjutnya diclose ke akun Ekuitas, 

melalui jurnal 

x:xx Be ban Luar Biasa x.x.xx.xx 

x:xx Surplus/defisit Non Opersional 

LO 
x.x.xx.xx 

x:xx Surplus/defisit Opersional LO x.x.xx.xx 
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e. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan 

sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan 

4) Informasi ten tang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting 

lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang 

disajikan pada lembar muka laporan keuangan; 

5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; dan 

6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

PPKD 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Bab I Pendahuluan 

1. 1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan 

keuangan PPKD 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan 

keuangan PPKD 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan 

keuangan PPKD 

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 

keuangan PPKD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam 

pencapaian target yang telah ditetapkan 

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD 

3.1 Rincian dari penjelasan masing-rnasing pos 

pos pelaporan keuangan Pemda 

3.1.1 Pendapatan 

3.1.2 Beban 

3.1.3 Belanja 

3.1.4 Aset 

3.1.5 Kewajiban 

3.1.5 Ekuitas 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan 

kewajiban yang timbul sehubungan dengan 

penerapan basis akrual atas pendapatan dan 

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan 

basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas 

pelaporan yang menggunakan basis akrual 

pada PPKD 

Bab IV Penjelasan atas inforrnasi-informasi nonkeuangan 

PPKD 

Bab V Penutup 
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( ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIP. 

XXX, . 
PPKD 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas 
laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran secara layak sesuai dengan standar akuntansi 
pemerin tahan. 

Laporan Keuangan Badan Kabupaten Rembang yang terdiri dari a) 
Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca c) Laporan Opersional d) Laporan 
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 
Anggaran .... sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

PPKD 

Pernyataan Tanggung Jawab 

SKPDsebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan 

penggunaan barang milik daerah.Laporan Keuangan SKPD 

merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada 

saat menyampaikan kaporan keuangan PPKD untuk dikonsolidasi 

harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan 

Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal 

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan 

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab adalah sebagai berikut: 
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xxx Perubahan SAL x.x.xx.xx 
xxx Pendapatan Pajak -LRA x.x.xx.xx 

xxx Kas di Kas Daerah x.x.xx.xx 
X.X.XX.XX Pendapatan Pajak -LO xxx 

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis 

transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. 

Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak 

(WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan 

SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, 

tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk 

mengembalikan kelebihan/kekurangan pendapatan dengan 

mengurangi/ menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO 

yang bersangkutan. 

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut: 

a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar: 

1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik 

J. AKUNTANSIKOREKSIKESALAHAN 

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya 

kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas 

menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan 

laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode 

sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. 

Kesalahan dapat terjadi karena adanya: 

1. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, 

2. Kesalahan perhitungan matematis, 

3. Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, 

4. Kesalahan interpretasi fakta, 

5. Kecurangan, atau 

6. Kelalaian. 

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua 

jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang 

tidak berulang. 
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2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak 

akan terjadi kembali pada masa-rnasa yang akan datang. Koreksi ini 

dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode 

se belumnya. 

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan 

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas 

kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan 

LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun 

Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya 

dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan 

ditemukan. 

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode 

Sebelumnya 

1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan: 

a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan 

pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun 

Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun 

Pendapatan-LO atau akun Beban. 

b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan 

pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan 

ditemukan. 

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan 

a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, 

pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada 

periode kesalahan ditemukan. 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan Pajak -LRA 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Pendapatan Pajak -LO 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar: 
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xxx X.X.XX.XX Ekuitas 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah/Bendahara 

Pengeluaran 

d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga 

mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO /Pendapatan 

LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA. 

x:xx X.X.XX.XX Peru bahan SAL 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

x:xx X.X.XX.XX Kas di Kas 

Daerah/ Bendahara 

Pengeluaran 

xxx X.X.XX.XX Ekuitas 

c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban 

sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan 

mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada 

akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA. 

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal: 

x:xx X.X.XX.XX Pendapatan Pajak -LRA 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

x:xx X.X.XX.XX Pendapatan Lainnya-LO 

x:xx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah/Bendahara 

Pengeluaran 

b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban 

sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban 

dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada 

akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain 

lain-LO. 



86 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Pinjaman Jangka Panjang 

kepada Lembaga Keuangan 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran 

pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun 

pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun 

Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait. 

(1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan 

posisi Kas. 

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan 

sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas 

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan 

pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari 

Bank, akan dijurnal sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

xxx Kas di Kas 

Dae rah/ Bendahara 

Pengeluaran 

x.x.xx.xx 

xxx Ekuitas x.x.xx.xx 

e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga 

mengaki ba tkan pen gem balian Penda pa tan- LO/ Pendapatan 

LRA dan mengurangi posrsi Kas, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA. 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 
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(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan 

posisi Kas. 

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan 

sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas. 

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka 

panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum 

dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Utang Pemerintah Pusat 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

(3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan 

posisi Kas. 

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan 

sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas. 

Contoh Pemda menenma kelebihan pembayaran 

angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada 

pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

xxx X.X.XX.XX Pinjaman Jangka Panjang 

kepada Lembaga Keuangan 

(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan 

posisi Kas. 

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan 

sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas 

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran 

angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada Bank, akan 

dijurnal sebagai berikut: 
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h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang 

menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas 

Daerah/Bendahara 

Pengeluaran 

xxx X.X.XX.XX Peralatan Kantor 

(2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. 

Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor 

yang dibeli. 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/ SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Tanah Kantor 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah/Bendahara 

Pengeluaran 

g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan 

menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset 

bersangku tan. 

(1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. 

Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang 

dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut: 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

xxx X.X.XX.XX Utang Pemerintah Pusat 
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d. Laporan Operasional (LO); 

c. Neraca; 

K. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah 

1. Ketentuan Umum 

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas 

pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas 

tunggal. 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan 

proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi 

yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua 

entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

xxx X.X.XX.XX Utang 

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar 

angsuran utang jangka panjang. 

xxx X.X.XX.XX SiLPA/SiKPA 

xxx X.X.XX.XX Perubahan SAL 

xxx X.X.XX.XX Utang ... 

xxx X.X.XX.XX Kas di Kas Daerah 

dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun 

Kewajiban bersangkutan. 

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan 

membayar angsuran utang jangka panjang. 
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b. Melakukan Eliminasi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan 

dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan 

(R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD), 

Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun 

tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(reciprocal 

account) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas 

akuntansi PPKD sehingga secara enttas pelaporan saldo akun 

tersebut bukan merupakan hasil taransaksi keuangan daengan 

pihak eksternal. Akun akun tersebut harus dieliminasi agar neraca 

3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan keuangan 

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan 

menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas 

akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan 

PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus 

sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas 

akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan 

keuangan entitas akuntansi yang digabungkan adalah: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan 

tersebut diatas hasil penggabungan. 

2. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 

b. PPKD 

e. Laporan Arus Kas (LAK); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. Catalan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti 

unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan 

pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku 

Besar Kas dan juga jumal yang telah dibuat sebelumnya. Semua 

transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke 

dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, 

aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan 

Arus Kas. 

d. Menyusun Laporan Arus Kas 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xx:x 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

xx:x 

( xxx) 
xxx 

( xxx) 

1 Saldo Anggaran Le bih A wal 

2 Penggunaan SAL se bagai Penerimaan 
Pembiayaan Tahun Berjalan 

3 Subtotal ( 1-2 ) 

4 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran ( 

SiLPA/ SiKPA ) 

5 Subtotal ( 3+4 ) 

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 
Sebelumnya 

7 Lain - lain 

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir ( 5+6+7 ) 

20x0 20xl NO. URAIAN 

xxx 

xxx 

PER 31 DESEMBER 20:XX DAN 20:XX-1 
( Dalam Rupiah) 

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerin tah 

Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi 

pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan 

Laporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Le bih adalah se bagai beriku t: 

Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

PEMERINTAH KABUPATEN ... 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 

c. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas 

akuntansi. 
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NO. URAIAN 20Xl 20x0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi xxx xxx 

2 Arus Masuk Kas xxx xxx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 Penerimaan Pajak Daerah xxx xxx 

4 Penerimaan Retribusi Daerah xxx xxx 

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

5 Daerah yang Dipisahkan xxx xxx 

6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxxx xxx 

7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx 

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

8 Alam xxx xxx 

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum xxx xxx 

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus xxx xxx 

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus xxx xxx 

12 Penerimaan Dana Penyesuaian xxx xxx 

13 Penerimaan Hibah xxx xxx 
14 Penerimaan Dana Darurat xxx xxx 

15 Penerimaan Lainnya xxx xxx 

16 Penerimaan dan Pendapatan Luar Biasa xxx xxx 
17 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16) xxx xxx 

18 Arus Keluar Kas xxx xxx 
19 Pembayaran Pegawai xxx xxx 
20 Pembayaran Barang xxx xxx 
21 Pembayaran Sunga xxx xxx 
22 Pembayaran Subsidi xxx xxx 
23 Pembayaran Beban Hibah xxx xxx 
24 Pembayaran Beban Bantuan Sosial xxx xxx 
25 Pembayaran Tak Terduga xxx xxx 

Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke 

26 Kabupaten/Kota xxx xxx 
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke 

27 Kabupaten/Kota xxx xxx 
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan 

28 Lainnya ke Kabupaten/ Kota xxx xxx 
29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa xxx xxx 
30 Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 29). xxx xxx 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

31 Operas(l 7 - 30) xxx xxx 

Format Laporan Arus Kas 

PEMERINTAH KABUPATEN ... 

LAPORAN ARUS KAS 

Per 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX-l 
(Dalam Rupiah) Metode Langsung 
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NO. URAIAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20Xl 20x0 

32 Arus Kas dari Aktivitas Investasi xxx xxx 

33 Arus Masuk Kas xxx xxx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

34 Pencairan Dana Cadangan xx:x zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxxx 

35 Penjualan atas Tanah xxx xx:x 

36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin xxx xxx 

37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan xxx xxx 
38 Penjualan atas Jalan, Irigasdan Jaringan xx:x xx:x 

39 Penjualan Aset Tetap Lainnya xx:x xxx 
40 Penjualan Aset Lainnya xxx xxx 

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
41 Dipisahkan xxx xx:x 

Penerimaan Penjualan Investasi Non 

42 Perrrianen xx:x xxx 
43 Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42) xxx xxx 

44 Arus Keluar Kas xxx xxx 

45 Pembentukan Dana Cadangan xxx xxx 
46 Perolehan Tanah xxx xxx 
47 Perolehan Peralatan dan Mesin xxx xxx 
48 Perolehan Gedung dan Bangunan xxx xxx 
49 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx 
50 Perolehan Aset Tetap Lainnya xx:x xxx 
51 Perolehan Aset Lainnya xxx xx:x 

52 Penyertaan Modal Pemerin tah Daerah xx:x xxx 
Pengeluaran Pembeiian Investasi Non 

53 Perman en xxx xxx 
54 Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53) xxx xxx 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

55 Investasi (42 - 52) xxx xxx 

56 Arus Kas darAktivitas Pendanaan xxx xxx 
57 Arus Masuk Kas xxx xx:x 

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 
58 Pusat xxx xxx 

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 
59 Daerah Lainnya xxx xxx 

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 
60 Keuangan Bank xx:x xxx 

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 
61 Keuangan Bukan Bank xxx xxx 
62 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi xx:x xxx 
63 Pinjaman Dalam Negeri - Lajnnya xxx xxx 

Penerimaan KembalPinjaman kepada 
64 PerusahaanNegara xxx xxx 

Penerimaan KembalPinjaman kepada 
65 Perusahaan Daerah xxx xxx 

Penerimaan KembalPinjaman kepada 
66 Pemerin tah Daerah Lainnya xxx xxx 
67 Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66) xxx xx:x 
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Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan 

NO. URAIAN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20Xl 20x0 

68 Arus Keluar Kas xxx xxx 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

69 - Pemerintah Pusat xxx xxx 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

70 - Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

71 - Lembaga Keuangan Bank xxx xxx 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

72 - Lem baga Keuangan Bukan Bank xxx xxx 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

73 - Obligasi xxx xxx 

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 

74 - Lainnya xxx xxx 

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 

75 Negara xxx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxxx 
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan 

76 Daerah xxx xxx 
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah 

77 Daerah Lainnya xxx xxx 

78 Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/ d 77) xxx xxx 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

79 Pendanaan (67 - 78) xxx xxx 

80 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris xxx xxx 

81 Arus Masuk Kas xxx xxx 

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 

82 (PFK) xxx xxx 

83 Jumlah Arus Masuk Kas (82) xxx xxx 

84 Arus Keluar Kas xxx xxx 
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 

85 (PFK) xxx xxx 
86 Jumlah Arus Keluar Kas (85) xxx xxx 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
87 Transitoris (83 • 86) xxx xxx 

88 Kenaikan/Penurunan Kas xxx xxx 
Saldo Awai Kas di BUD & Kas di 

89 Bendahara Pengeluaran xxx xxx 
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di 

90 Bendahara Pengeluaran (88+89) xxx xxx 
Saldo Akhir Kas di Bendahara 

91 Penerimaan xxx xxx 
92 Sal do Akhir Kas (90+9 l) xxx xxx 
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menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan 

keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas 

penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. 

wajib daerah pemerintah pelaporan, entitas Sebagai 

f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab 

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban 

yang timbul sehubungan dengan penerapan basis 

akrual atas pendapatan dan belanja dan 

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, 

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang 

rnenggunakan basis akrual pada Pemda. 

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda 

Bab V Penutup 

3.1.2 Be ban 

3.1.3 Belanja 

3.1.4 A set 

3.1.5 Kewajiban 

3.1.5 Ekuitas Dana 

keuangan SKPD 

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam 

pencapaian target yang telah di tetapkan 

Bab Ill Penjelasan pos-pos laporan keuangan 

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos 

pelaporan keuangan Pemda 

3.1.1 Pendapatan 

Pendahuluan 

1. 1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan 

keuangan 

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja 

Bab I 

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan 

di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: 
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ABDUL HAFIDZ 

BUPATI REMBANG 

( ) 

Kepala Daerah 

xxxxx, .. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas 
laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran secara layak sesuai dengan standar akuntansi 
pemerin tahan. 

Pernyataan Tanggung Jawab 

Laporan Keuangan Kabupaten Rembang yang terdiri dari a) Laporan 
Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c)Neraca d) Laporan Opersional e) Laporan Arus Kas; D Laporan 
Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 
.... sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KOP 

Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah 

merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat 

menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pemyataan Tanggung 

Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun 

berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan 

isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi 

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerin tahan. 
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BA 
Akun 

Kode Rekening 
Uraian Akun Normal 

1 
ASET D 

1 1 
ASET LANCAR 

1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
Kas dan Setara Kas 
Kas di Kas Daerah 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 Kas di Kas Daerah 

1 1 1 1 1 1 Kas di Kas Daerah 

1 1 1 2 Kas di Bendahara Penerimaan 

1 1 1 2 1 Kas di Bendahara Penerimaan 

1 1 1 2 1 1 Kas di Bendahara Penerimaan 

1 1 1 3 Kas di Bendahara Penoeluaran 

1 1 1 3 1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

1 1 1 3 1 1 Kas di Bendahara Pencieluaran 

1 1 1 4 Kas di BLUD 

1 1 1 4 1 Kas di BLUD 

1 1 1 4 1 1 Kas di BLUD 

1 1 1 5 Kas Dana BOS 

1 1 1 5 1 Kas Dana BOS 

1 1 1 5 1 1 Kas Dana BOS 

1 1 1 6 Kas Dana Kapitasi oada FKTP 

1 1 1 6 1 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

1 1 1 6 1 1 Kas Dana Kapitasi pada FKTP 

1 1 1 7 Kas Lainnva 

1 1 1 7 1 Kas Lainnya 

1 1 1 7 1 1 Kas Lainnya 

1 1 1 8 Setara Kas 

1 1 1 8 1 Setara Kas 

1 1 1 8 1 1 Setara Kas 

1 1 2 lnvestasi Janoka Pendek 

1 1 2 1 lnvestasi dalam Saham 

1 1 2 1 1 lnvestasi dalam Saham 

1 1 2 1 1 1 lnvestasi dalam Saham 

1 1 2 2 lnvestasi dalam Deposito 

1 1 2 2 1 Deoosito Jangka Pendek 

1 1 2 2 1 1 Deposito Janqka Pendek 

1 1 2 3 lnvestasi dalam SUN 

1 1 2 3 1 lnvestasi dalam SUN 

1 1 2 3 1 1 lnvestasi dalam SUN 

1 1 2 4 lnvestasi dalam SBI 

1 1 2 4 1 lnvestasi dalam SBI 

1 1 2 4 1 1 lnvestasi dalam SBI 

1 1 2 5 lnvestasi dalam SPN 
1 1 2 5 1 lnvestasi dalam SPN 
1 1 2 5 1 1 lnvestasi dalam SPN 
1 1 2 6 lnvestasi Jangka Pendek BLUD 
1 1 2 6 1 lnvestasi Janqka Pendek BLUD 
1 1 2 6 1 1 lnvestasi Jangka Pendek BLUD 
1 1 3 Piutanq Pajak Daerah 
1 1 3 1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

1 1 3 1 1 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan 

1 1 3 1 1 1 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 
1 1 3 1 1 2 Piutanq PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 
1 1 3 1 1 3 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat 
1 1 3 1 1 4 Piutang PKB-Mobil Penumpanq-Sedan- Pemerintah Daerah 
1 1 3 1 2 Piutanq PKB-Mobil Penumpang-Jeep 
1 1 3 1 2 1 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 
1 1 3 1 2 2 Piutang PKB-Mobil Penumoanc-Jeep-Umum 
1 1 3 1 1 3 Piutanq PKB-Mobil Penumpano-Jeep-Pemerintah Pusat 
1 1 3 1 1 4 Piutano PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah 
1 1 3 1 3 Piutang PKB-Mobil Penumpano-Minibus 
1 1 3 1 3 1 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 
1 1 3 1 3 2 Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 

GAN AKUN STANDAR (BAS) 

LAMPIRAN llI 
PERATURAN BUPAT! REMBANG 
NOMOR : Tahun 2022 

TENT ANG 
SISTEM AKUNTANSI PEMERlNTAH DAERAH 
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Kode Rekening Uraian Akun 
Akun 

Normal 

1 1 3 1 3 3 Piutanq PKB-Mobil Penurnoano-Minlbus- Pemerintah Pusat 

1 1 3 1 3 4 Piutanq PKB-Mobil Penumoano-Minibus- Pemerintah Daerah 

1 1 3 1 4 Piutana PKB-Mobil Bus-Microbus 

1 1 3 1 4 1 Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 

1 1 3 1 4 2 Piutanq PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 

1 1 3 1 4 3 Piutana PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat 

1 1 3 1 4 4 Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah 

1 1 3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus 
1 1 3 1 5 1 Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 
1 1 3 1 5 2 Piutana PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 
1 1 3 1 5 3 Piutana PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat 
1 1 3 1 5 4 Piutana PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah 
1 1 3 1 6 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Uo 
1 1 3 1 6 1 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick uo- Pribadi 
1 1 3 1 6 2 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Pick Uo- Umum 
1 1 3 1 6 3 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Pick uo- Pemerintah Pusat 
1 1 3 1 6 4 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick uc- Pemerintah Daerah 

1 1 3 1 7 Piutang PKB-Mobil Barana/Beban-Liaht Truck 
1 1 3 1 7 1 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Liaht Truck- Pribadi 
1 1 3 1 7 2 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Liaht Truck- Umum 
1 1 3 1 7 3 Plutang PKB-Mobil Barana/Beban-Liaht Truck- Pemerintah Pusat 
1 1 3 1 7 4 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-L1ght Truck- Pemerintah Daerah 
1 1 3 1 8 Piutana PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 
1 1 3 1 8 1 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Truck-Pribadi 

1 1 3 1 8 2 Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum 

1 1 3 1 8 3 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Truck- Pemerintah Pusat 
1 1 3 1 8 4 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Truck- Pemerintah Daerah 

1 1 3 1 9 Piutang PKB-Mobil Barana/Beban-Blind Van 
1 1 3 1 9 1 Plutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi 
1 1 3 1 9 2 Piutang PKB-Mobil Barana/Beban-Blind Van- Umum 
1 1 3 1 9 3 Piutana PKB-Mobil Barana/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat 
1 1 3 1 9 4 Piutang PKB-Mobil Barana/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah 
1 1 3 1 10 Piutang PKB-Seoeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 
1 1 3 1 10 1 Piutang PKB-Seoeda Motor-Seoeda Motor Roda Dua-Pribadi 
1 1 3 1 10 2 Piutana PKB-Sepeda Motor-Seoeda Motor Roda Dua-Umum 
1 1 3 1 10 3 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat 

1 1 3 1 10 4 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah 
Daerah 

1 1 3 1 11 Piutana PKB-Seoeda Motor-Sepeda Motor Roda Tica 
1 1 3 1 11 1 Piutana PKB-Seoeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiaa-Pribadl 
1 1 3 1 11 2 Piutana PKB-Seoeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiaa-Umum 
1 1 3 1 11 3 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat 

1 1 3 1 11 4 Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah 
Dae rah 

1 1 3 1 12 Piutana PKB-Kendaraan Bermotor vane Dlooerasikan di Air 
1 1 3 1 12 1 Piutana PKB-Kendaraan Bermotor vana Diooeraslkan di Air-Pribadi 
1 1 3 1 12 2 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor vana Diooerasikan di Air-Umum 
1 1 3 1 12 3 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah 

Pusat 
1 1 3 1 12 4 Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah 

Daerah 
1 1 3 1 13 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar 

1 1 3 1 13 1 Piutana PKB-Kendaraan Khusus Alai Berat/Alat Besar-Pribadi 

1 1 3 1 13 2 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum 

1 1 3 1 13 3 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alai Berat/Alat Besar-Pemerintah 
Pusat 

1 1 3 1 13 4 Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah 
Daerah 

1 1 3 1 14 Piutana PKB-Mobil Roda Tiaa 
1 1 3 1 14 1 Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi 

1 1 3 1 14 2 Piutana PKB-Mobil Roda Tiaa-Umum 

1 1 3 1 14 3 Piutang PKB-Mobil Roda Tiaa-Pemerintah Pusat 

1 1 3 1 14 4 Piutanq PKB-Mobil Roda Tlqa-Pernerintah Daerah 

1 1 3 2 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
1 1 3 2 1 Piutang BBNKB-Mobil Penumoana-Sedan 
1 1 3 2 1 1 Piutang BBNKB-Mobil Penurnoano-Sedan 
1 1 3 2 2 Piutanq BBNKB-Mobil Penumoanci-Jeep 

1 1 3 2 2 1 Piutang BBNKB-Mobil Penumoana-Jeeo 
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Kode Rekening Uraian Akun 
Akun 

Normal 

1 1 3 2 3 Piutana BBNKB-Mobil Penumoana-Minibus 

1 1 3 2 3 1 Piutana BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 

1 1 3 2 4 Plutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 3 2 4 1 Piutana BBNKB-Mobil Bus-Microbus 

1 1 3 2 5 Piutana BBNKB-Mobil Bus-Bus 

1 1 3 2 5 1 Piutana BBNKB-Mobil Bus-Bus 

1 1 3 2 6 Piutang BBNKB-Mobil Barana/Beban-Pick Uo 

1 1 3 2 6 1 Piutang BBNKB-Mobil Barana/Beban-Pick Uo 

1 1 3 2 7 Piutana BBNKB-Mobil Barana/Beban-Liaht Truck 

1 1 3 2 7 1 Piutana BBNKB-Mobil Barana/Beban-Light Truck 

1 1 3 2 8 Piutano BBNKB-Mobil Barana/Beban-Truck 

1 1 3 2 8 1 Piutang BBNKB-Mobil Barana/Beban-Truck 

1 1 3 2 9 Piutana BBNKB-Mobil Barang/Beban-Bllnd Van 

1 1 3 2 9 1 Piutana BBNKB-Mobil Barana/Beban-Blind Van 

1 1 3 2 10 Piutang BBNKB-Seoeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 

1 1 3 2 10 1 Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Seoeda Motor Roda Dua 

1 1 3 2 11 Piutana BBNKB-Sepeda Motor-Seoeda Motor Roda Tiaa 
1 1 3 2 11 1 Piutana BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiaa 

1 1 3 2 12 Piutana BBNKB-Kendaraan Bermotor vana Diooerasikan di Air 

1 1 3 2 12 1 Piutana BBNKB-Kendaraan Bermotor vano Diooerasikan di Air 

1 1 3 2 13 Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 

1 1 3 2 13 1 Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat 

1 1 3 2 14 Piutana BBNKB-Mobil Roda Tica 

1 1 3 2 14 1 Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiaa 
1 1 3 3 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor IPBBKB\ 

1 1 3 3 1 Plutang PBBKB Bahan Bakar Bensin 

1 1 3 3 1 1 Piutana PBBKB Bahan Bakar Bensin 

1 1 3 3 2 Piutana PBBKB Bahan Bakar Solar 
1 1 3 3 2 1 Piutana PBBKB Bahan Bakar Solar 
1 1 3 3 3 Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas 

1 1 3 3 3 1 Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas 
1 1 3 3 4 Piutana PBBKB Bahan Bakar Lainnva 
1 1 3 3 4 1 Piutana PBBKB Bahan Bakar Lainnva 
1 1 3 4 Piutang Pajak Air Permukaan 

1 1 3 4 1 Piutang Pajak Air Permukaan 

1 1 3 4 1 1 Piutana Pajak Air Permukaan 
1 1 3 5 Piutana Paiak Rokok 
1 1 3 5 1 Piutang Pajak Rokok 
1 1 3 5 1 1 Piutana Pajak Rokok 
1 1 3 6 Piutana Paiak Hotel 
1 1 3 6 1 Piutano Paiak Hotel 
1 1 3 6 1 1 Piutang Pajak Hotel 

1 1 3 6 2 Piutana Paiak Motel 
1 1 3 6 2 1 Piutang Pajak Motel 
1 1 3 6 3 Piutano Pajak Losmen 
1 1 3 6 3 1 Piutang Paiak Losmen 
1 1 3 6 4 Piutang Pajak Gubuk Pariwisata 
1 1 3 6 4 1 Piutano Paiak Gubuk Pariwisata 
1 1 3 6 5 Piutano Paiak Wisma Pariwisata 
1 1 3 6 5 1 Piutano Paiak Wisma Pariwisata 
1 1 3 6 6 Piutang Pajak Pesanaarahan 
1 1 3 6 6 1 Piutana Pajak Pesanaarahan 
1 1 3 6 7 Piutana Paiak Rumah Penoinapan dan Seienisnva 
1 1 3 6 7 1 Piutano Paiak Rumah Penainaoan dan Seienisnva 
1 1 3 6 8 Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 

(Sepuluh) 
1 1 3 6 8 1 Piutang Pajak Rum ah Kos dengan Jumlah Ka mar Lebih dari 10 

(Sepuluh) 
1 1 3 7 Piutano Paiak Restoran 
1 1 3 7 1 Piutang Pajak Restoran dan seienisnva 
1 1 3 7 1 1 Piutana Pajak Restoran dan Seienisnva 
1 1 3 7 2 Piutana Paiak Rumah Makan dan Seienisnva 
1 1 3 7 2 1 Piutano Paiak Rumah Makan dan Seienisnva 
1 1 3 7 3 Piutang Pajak Kafetaria dan Seienisnva 
1 1 3 7 3 1 Piutano Paiak Kafetaria dan Seienisnva 
1 1 3 7 4 Piutang Pajak Kantin dan Seienisnva 
1 1 3 7 4 1 Piutana Paiak Kantin dan Sejenisnva 
1 1 3 7 5 Piutang Pajak Waruno dan Sejenisnva 
1 1 3 7 5 1 Piutano Paiak Waruno dan Seienisnva 
1 1 3 7 6 Piutang Pajak Bar dan Seienisnva 
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Kode Rekening Uraian Akun 
Akun 

Normal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 3 7 6 1 Piutana Pajak Bar dan Sejenisnva 

1 1 3 7 7 Plutana Pajak Jasa Boga/Katering dan Seienisnva 

1 1 3 7 7 1 Piutana Pajak Jasa Boga/Katerina dan Sejenisnya 

1 1 3 8 Piutana Pajak Hiburan 

1 1 3 8 1 Piutana Pajak Tontonan Film 

1 1 3 8 1 1 Piutana Pajak Tontonan Film 

1 1 3 8 2 Piutana Pajak Paaelaran Kesenian/Musik/Tari/ Susana 

1 1 3 8 2 1 Piutana Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Susana 

1 1 3 8 3 Piutana Pajak Kontes Kecantikan, Binaraaa, dan Seienisnva 

1 1 3 8 3 1 Piutana Pajak Kontes Kecantikan, Binaraaa, dan Seienisnva 

1 1 3 8 4 Piutana Pajak Pameran 

1 1 3 8 4 1 Piutana Pajak Pameran 

1 1 3 8 5 Piutana Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Seienisnva 

1 1 3 8 5 1 Piutana Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Seienisnva 

1 1 3 8 6 Piutana Pajak Sirkus/AkrobaUSulap 

1 1 3 8 6 1 Piutana Pajak Sirkus/AkrobaUSulaP 

1 1 3 8 7 Piutana Pajak Permalnan Biliar dan Bowline 

1 1 3 8 7 1 Piutana Pajak Permainan Biliar dan Bowling 

1 1 3 8 8 Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan 
Ketangkasan 

1 1 3 8 8 1 Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan 
Ketangkasan 

1 1 3 8 9 Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat 
Kebugaran (Fitness Center) 

1 1 3 8 9 1 Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat 
Kebugaran (Fitness Center) 

1 1 3 8 10 Piutana Pajak Pertandingan Olahraaa 

1 1 3 8 10 1 Piutana Pajak Pertandingan Olahraga 

1 1 3 9 Piutana Pajak Reklame 

1 1 3 9 1 Piutana Pajak Reklame Paoan/Billboard/ Videotron/Meaatron 

1 1 3 9 1 1 Piutana Pajak Reklame Paoan/Blllboard/ Videotron/Meaatron 

1 1 3 9 2 Piutana Pajak Reklame Kain 

1 1 3 9 2 1 Piutana Pajak Reklame Kain 

1 1 3 9 3 Piutana Pajak Reklame MelekaUStiker 

1 1 3 9 3 1 Piutano Pajak Reklame MelekaUStiker 

1 1 3 9 4 Piutana Pajak Reklame Selebaran 

1 1 3 9 4 1 Piutana Pajak Reklame Selebaran 

1 1 3 9 5 Piutano Pajak Reklame Berialan 

1 1 3 9 5 1 Piutano Pajak Reklame Berjalan 
1 1 3 9 6 Piutana Pajak Reklame Udara 
1 1 3 9 6 1 Piutana Pajak Reklame Udara 
1 1 3 9 7 Piutanc Pajak Reklame Aounc 

1 1 3 9 7 1 Piutana Pajak Reklame Apung 

1 1 3 9 8 Piutana Pajak Reklame Suara 
1 1 3 9 8 1 Piutana Pajak Reklame Suara 
1 1 3 9 9 Piutana Pajak Reklame Film/Slide 
1 1 3 9 9 1 Piutana Pajak Reklame Film/Slide 
1 1 3 9 10 Piutana Pajak Reklame Peragaan 
1 1 3 9 10 1 Piutana Pajak Reklame Peraaaan 
1 1 3 10 Piutana Pajak Penerangan Jalan 
1 1 3 10 1 Piutana Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri 

1 1 3 10 1 1 Piutana Pajak Peneranaan Jalan Dihasilkan Sendiri 
1 1 3 10 2 Piutana Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 
1 1 3 10 2 1 Piutana Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 
1 1 3 11 Piutana Pajak Parkir 
1 1 3 11 1 Piutana Pajak Parkir 
1 1 3 11 1 1 Piutana Pajak Parkir 
1 1 3 12 Piutana Pajak Air Tanah 
1 1 3 12 1 Piutana Pajak Air Tanah 
1 1 3 12 1 1 Piutana Pajak Air Tanah 
1 1 3 13 Piutana Pajak Sarang Burung Walet 
1 1 3 13 1 Piutana Pajak Sarang Buruna Walet 
1 1 3 13 1 1 Piutana Pajak Sarang Burung Walet 
1 1 3 14 Piutana Pajak Mineral Bukan Loqarn dan Batuan 
1 1 3 14 1 Piutana Pajak Asbes 
1 1 3 14 1 1 Piutana Pajak Asbes 
1 1 3 14 2 Piutana Pajak Batu Tulis 
1 1 3 14 2 1 Piutana Pajak Batu Tulis 
1 1 3 14 3 Piutana Pajak Batu Setengah Permata 
1 1 3 14 3 1 Piutang Pajak Batu Setengah Permata 
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Uraian Akun 
Akun 

Kode Rekening 
Normal 

1 1 3 14 4 Piutano Paiak Batu Kaour 

1 1 3 14 4 1 Piutana Pajak Batu Kapur 

1 1 3 14 5 Piutana Pajak Batu Aoung 

1 1 3 14 5 1 Piutana Pajak Batu Aounc 

1 1 3 14 6 Piutana Paiak Batu Permata 

1 1 3 14 6 1 Piutano Paiak Batu Permata 

1 1 3 14 7 Piutano Pajak Bentonit 

1 1 3 14 7 1 Piutana Pajak Bentonit 

1 1 3 14 8 Piutana Paiak Dolomit 

1 1 3 14 8 1 P1utana Paiak Dolomit 

1 1 3 14 9 P1utana Pajak Felsoar 

1 1 3 14 9 1 Piutana Paiak Felsoar 

1 1 3 14 10 Piutana Paiak Garam Batu (Halite) 

1 1 3 14 10 1 Piutana Paiak Garam Batu (Halitel 

1 1 3 14 11 PiutanQ Pajak Grafit 

1 1 3 14 11 1 Piutano Pajak Grafit 

1 1 3 14 12 Piutana Paiak GraniVAndesit 

1 1 3 14 12 1 Piutana Paiak GraniVAndes1t 

1 1 3 14 13 Piutana Paiak Gies 

1 1 3 14 13 1 Piutano Pajak Gios 

1 1 3 14 14 Piutana Paiak Kalsit 

1 1 3 14 14 1 Piutana Paiak Kalsit 

1 1 3 14 15 PiutanQ Pajak Kaolin 

1 1 3 14 15 1 Piutano Pajak Kaolin 

1 1 3 14 16 Piutana Pajak Leusit 

1 1 3 14 16 1 Piutana Paiak Leusit 

1 1 3 14 17 Piutana Paiak Maanesit 

1 1 3 14 17 1 Piutana Paiak Maanesit 
1 1 3 14 18 Piutano Pajak Mika 
1 1 3 14 18 1 Piutana Pajak Mika 
1 1 3 14 19 Piutana Paiak Marmer 
1 1 3 14 19 1 Piutano Pajak Marmer 
1 1 3 14 20 Piutana Paiak Nitrat 
1 1 3 14 20 1 Piutana Paiak Nitrat 
1 1 3 14 21 Piutano Pajak Oosidren 
1 1 3 14 21 1 Piutano Pajak Oosidien 
1 1 3 14 22 Piutana Paiak Oker 
1 1 3 14 22 1 Piutana Paiak Oker 
1 1 3 14 23 Piutanc Paiak Pasir dan Kerikil 
1 1 3 14 23 1 Piutano Paiak Pasir dan Kerikil 
1 1 3 14 24 Piutana Paiak Pasir Kuarsa 
1 1 3 14 24 1 Piutang Pajak Pasir Kuarsa 
1 1 3 14 25 Piutanq Pajak Perht 
1 1 3 14 25 1 Piutano Paiak Perht 
1 1 3 14 26 Piutana Paiak Phosoat 
1 1 3 14 26 1 Piutana Paiak Phosoat 
1 1 3 14 27 Piutano Pajak Talk 
1 1 3 14 27 1 Piutana Pajak Talk 
1 1 3 14 28 Piutana Paiak Tanah Serao (Fullers earth) 
1 1 3 14 28 1 Piutana Paiak Tanah Serao (Fullers earth) 
1 1 3 14 29 Piutana Pajak Tanah Diatome 
1 1 3 14 29 1 Piutana Pajak Tanah Diatome 
1 1 3 14 30 Piutana Paiak Tanah Liat 
1 1 3 14 30 1 Piutano Pajak Tanah Liat 
1 1 3 14 31 Piutana Pajak Tawas (Alum) 
1 1 3 14 31 1 Piutana Paiak Tawas (Alum) 
1 1 3 14 32 Piutana Paiak Tras 
1 1 3 14 32 1 Piutano Pajak Tras 
1 1 3 14 33 Piutana Pajak Yarosif 
1 1 3 14 33 1 Piutana Paiak Yarosif 
1 1 3 14 34 Piutana Paiak Zeolit 
1 1 3 14 34 1 Piutana Pajak Zeoli! 
1 1 3 14 35 Piutana Paiak Basal 
1 1 3 14 35 1 Piutana Paiak Basal 
1 1 3 14 36 Piutana Paiak Trakit 
1 1 3 14 36 1 Piutana Pajak Trakit 
1 1 3 14 37 Piutana Paiak Mineral bukan Looam dan Batuan Lainnva 
1 1 3 14 37 1 Piutana Pajak Mineral bukan Loaam dan Batuan Lainnva 
1 1 3 15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) 
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Akun 
Kode Rekening Uraian Akun Normal 

1 1 3 15 1 Piutana PBBP2 

1 1 3 15 1 1 Piutana PBBP2 

1 1 3 16 Piutana Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

1 1 3 16 1 Piutana BPHTB-Pemindahan Hak zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 3 16 1 1 Piutana BPHTB-Pemindahan Hak 

1 1 3 16 2 Piutana BPHTB-Pemberian Hak Baru 

1 1 3 16 2 1 Piutana BPHTB-Pemberian Hak Baru 

1 1 4 Piutana Retribusi Daerah 

1 1 4 1 Piutana Retribusi Jasa Umum 

1 1 4 1 1 Piutana Retribusi Pelayanan Kesehatan 

1 1 4 1 1 1 Piutana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 

1 1 4 1 1 2 Piutana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kelilina 

1 1 4 1 1 3 Piutana Retribusi Pelavanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu 

1 1 4 1 1 4 Piutana Retribusi Pelavanan Kesehatan di Balai Pengobatan 

1 1 4 1 1 5 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Saki! Umum Daerah 

1 1 4 1 1 6 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan 
Kesehatan lainnya yang Sejenis 

1 1 4 1 2 Piutano Retribusi Pelayanan Persamoahan/ Kebersihan 

1 1 4 1 2 1 Piutana Retribusi Pelavanan Persamoahan/ Kebersihan 

1 1 4 1 3 Piutana Retribusi Pelavanan Pemakaman dan Penaabuan Mayat 

1 1 4 1 3 1 Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk 
Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Maya! 

1 1 4 1 3 2 Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau 
Pembakaran/Pengabuan Maya! 

1 1 4 1 4 Piutana Retribusl Pelavanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

1 1 4 1 4 1 Piutana Retribusi Pelavanan Parkir di Teoi Jalan Umum 

1 1 4 1 5 Piutana Retribusi Pelavanan Pasar 

1 1 4 1 5 1 Piutana Retribusi Pelataran 

1 1 4 1 5 2 Piutana Retribusi Los 

1 1 4 1 5 3 Piutana Retribusi Kios 

1 1 4 1 6 Piutana Retribusi Penauiian Kendaraan Bermotor 

1 1 4 1 6 1 Piutana Retribusi Penguiian Kendaraan Bermotor 

1 1 4 1 7 Plutana Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

1 1 4 1 7 1 Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat 
Pemadam Kebakaran 

1 1 4 1 7 2 Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat 
Penanggulangan Kebakaran 

1 1 4 1 7 3 Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan 
Jiwa 

1 1 4 1 8 Piutana Retribusi Penggantian Biava Cetak Peta 

1 1 4 1 8 1 Piutana Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) 

1 1 4 1 8 2 Piutana Retribusi Penvediaan Peta Foto 

1 1 4 1 8 3 Piutana Retribusi Penvediaan Peta Diaital 

1 1 4 1 8 4 Piutana Retribusi Penyediaan Peta Tematik 
1 1 4 1 8 5 Piutana Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur) 

1 1 4 1 9 Piutana Retribusi Penvediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
1 1 4 1 9 1 Piutanq Retribusi Penvediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
1 1 4 1 10 Piutana Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
1 1 4 1 10 1 Piutana Retribusi Rumah Tanaaa 
1 1 4 1 10 2 Piutanq Retribusi Perkantoran 
1 1 4 1 10 3 Piutana Retribusi lndustri 
1 1 4 1 11 Piutana Retribusi Pelavanan Tera/Tera Ulang 
1 1 4 1 11 1 Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, 

dan Perlengkapannya 
1 1 4 1 11 2 Piutana Retribusi Penqulian Barana dalam Keadaan Terbunqkus 
1 1 4 1 12 Piutana Retribusi Pelavanan Pendidikan 
1 1 4 1 12 1 Piutana Retribusi Pelavanan Penvelennnaraan Pendidikan Teknis 
1 1 4 1 12 2 Piutana Retribusi Pelayanan Penvelenaaaraan Pelatihan Teknis 
1 1 4 1 12 3 Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Teknis 
1 1 4 1 13 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 
1 1 4 1 13 1 Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 
1 1 4 2 Piutana Retribusi Jasa Usaha 
1 1 4 2 1 Piutana Retribusi Pemakaian Kekavaan Daerah 
1 1 4 2 1 1 Piutana Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 
1 1 4 2 1 2 Piutana Retribusi Penyewaan Tanah 
1 1 4 2 1 3 Piutana Retribusi Penvewaan Banaunan 



103 

Akun 
Kode Rekening Uraian Akun 

Normal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 4 2 1 4 Piutano Retnbusi Pernakaian Laboratonum 
1 1 4 2 1 5 Piutana Retribusi Pernakaian Ruanaan 
1 1 4 2 1 6 Piutanq Retribusi Pernakaran Kendaraan Bermotor 
1 1 4 2 1 7 Piutana Retribusi Pemakaian Alat 
1 1 4 2 2 Piutana Retnbusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 
1 1 4 2 2 1 P1utang Retnbusi Penyediaan Fasihtas Pasar Grosir Berbaga1 Jerns 

Barang yang Dikontrakkan 
1 1 4 2 2 2 Piutang Retribusi Penyediaan Fasilttas Pasar/Pertokoan yang 

Dikontrakkan 
1 1 4 2 3 Piutana Retnbust Temoat Pelelanaan 
1 1 4 2 3 1 Piutana Retnbusi Penvediaan Temoat Pelelanaan 
1 1 4 2 3 2 Punano Retnbusi Penvediaan Fasilitas Lamnva di Temoat Pelelangan 
1 1 4 2 4 P1utang Retribust Terminal 
1 1 4 2 4 1 Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk 

Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 
1 1 4 2 4 2 Piutana Retribusi Pelayanan Penvediaan Temoat Keoiatan Usaha 
1 1 4 2 4 3 Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di 

Lingkungan Terminal 
1 1 4 2 5 Piutana Retribusi Temoat Khusus Parkir 
1 1 4 2 5 1 Piutano Retribusi Pelayanan Temoat Khusus Parkir 
1 1 4 2 6 Piutana Retribusi Tempat Penainaoan/PesanaarahanMla 
1 1 4 2 6 1 Piutana Retribusi Pelayanan Temoat Penainaoan/PesanaarahanNila 
1 1 4 2 7 Piutana Retribusi Rumah Potona Hewan 
1 1 4 2 7 1 Piutana Retnbusi Pelavanan Rumah Potona Hewan 
1 1 4 2 8 Piutang Retribusi Pelayanan Keoelabuhanan 
1 1 4 2 8 1 P1utana Retribusi Pelayanan Keoelabuhanan 
1 1 4 2 9 Piutana Retnbusi Temoat Rekreasi dan Olahraaa 
1 1 4 2 9 1 P1utang Retribusi Pelayanan Temoat Rekreasi dan Olahraaa 
1 1 4 2 10 Piutana Retribusi Penyeberanaan di Air 
1 1 4 2 10 1 Piutana Retnbusi Pelavanan Penveberangan Orang 
1 1 4 2 10 2 Piutana Retribusi Pelavanan Penveberanaan Barang 
1 1 4 2 11 Purtanq Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
1 1 4 2 11 1 Piutang Retnbusi Peruualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit 

atau Benih Tanaman 
1 1 4 2 11 2 P1utang Retnbusi Penjualan Hasil Produkst Usaha Daerah berupa Bibrt 

Ternak 
1 1 4 2 11 3 P1utang Retribusi Penjualan Has1I Produksi Usaha Daerah berupa B1b1t 

atau Benih lkan 
1 1 4 2 11 4 Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit 

atau Benih Tanaman, Temak, dan lkan 
1 1 4 3 Piutana Retribusi Perizinan Tertentu 
1 1 4 3 1 Piutana Retribusi lzin Mendirikan Banaunan 
1 1 4 3 1 1 Piutang Retribusi lzin Mendirikan Banaunan 
1 1 4 3 2 Piutana Retribusi lzin Tempat Peniualan Minuman Beralkohol 
1 1 4 3 2 1 Piutano Retribusi lzin Temoat Pernualan Minuman Beralkohol 
1 1 4 3 3 Piutang Retribusi lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan 

Umum 
1 1 4 3 3 1 Piutang Retribusi lzin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan 

Umum 
1 1 4 3 4 Piutana Retribusi lzm Usaha Perikanan 
1 1 4 3 4 1 Piutang Retribusi Pemberian lzm Keoratan Usaha Penanqkapan lkan 
1 1 4 3 4 2 Piutanq Retribusi Pemberian lzin Kegiatan Usaha Pembudidayaan lkan 

1 1 4 3 5 P1utana Retnbusi Penaendalian Lalu Lintas 
1 1 4 3 5 1 P1utang Retnbusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan 

Tertentu 
1 1 4 3 5 2 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridar 

Tertentu 
1 1 4 3 5 3 Piutang Retribusi Pengendahan Lalu Lintas Penggunaan Kawasan 

Tertentu 
1 1 4 3 6 Piutang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kena Asing 

(IMTA) 
1 1 4 3 6 1 Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja 

Tenaga Kerja Asing 
1 1 5 Piutana Hasil Penaelolaan Kekavaan Daerah vana Dioisahkan 
1 1 5 1 Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 

(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 
1 1 5 1 1 Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 

{Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN 
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ABDUL HAFIDZ 

BUPATI REMBANG 

Kode Rekening Uraian Akun 
Akun 

Normal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 5 2 3 2 Defisit Penyelesa,an Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO 

8 5 2 3 2 1 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO 

8 5 2 3 3 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO 

8 5 2 3 3 1 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO 

8 5 2 3 4 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO 

8 5 2 3 4 1 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO 

8 5 2 3 5 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO 

8 5 2 3 5 1 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
'LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO 

8 5 2 3 6 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-Swasta-Jangka Panjang-LO 

8 5 2 3 6 1 Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB)-Swasta-Jangka Panjang-LO 

8 5 2 4 Defisit Penvelesaian Obliaasi-LO 

8 5 2 4 1 Defisit Penyelesaian Obliaasi-LO 

8 5 2 4 1 1 Defisit Penvelesaian Obllqasi-Lo 


